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RINGKASAN

Indonesia sebagai negara berkembang sedang giat-giatnya melakukan
pembanguan disegala bidang dan temasuk bidang ekonomi. Dalam melaksanakan
pembangunan dibidang ekonomi tidak bisa lepas dari pelaku usaha yang ikut
berperan aktif dalam dunia usaha. Untuk mendukung dunia usaha pemerintah
berkewajiban memberikasn bimbingan, pengarahan, serta pengawasan agar
tercipta iklim usaha yang sehat.

Pada zaman sekarang barang-barang elektronik sangat dibutuhkan untuk
menambah pengetahuan dan informasi tentang dunia. Konsumen produk
elektronik sering mendapatkan permasalahan apabila barang yang mereka beli
tidak ada petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa
Indonesia apalagi banyak yang tidak paham dan mengerti akan bahasa asing,
walaupun terdapat gambar sebagai petunjuk pengoperasian. Berdasarkan hal itu
penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul
"Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Elekrionik Dengan  Petunjuk
Penggunaan (Manual) Dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia
(Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik
Indonesia Nomor: 547/ MPP/Kep/7/2002)",

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu mengenai pedoman
pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu Jaminan/garansi dalam
bahasa Indonesia bagi produk elektronik, perlindungan konsumen setelah
membeli produk elektronik tanpa petunjuk penggunaan (manual) dan kartu
Jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia serta upaya hukum yang dapat dilakukan
oleh konsumen apabila tidak ada petunjuk penggunaan (manual) dan kartu
Jjaminan/garansi yang berbahasa Indonesia.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan
menganalisa serta membahas permasalahan yang dirumuskan waitu untuk
mengetahui pedoman  pendaflaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu
Jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk elektronik, kemudian untuk
mengetahui perlindungan konsumen setelah membeli produk elektronik tanpa
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petunjuk penggunaan (manual) dan karty jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia
serta untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen
apabila tidak ada petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi yang
berbahasa Indonesia.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis
normatif. Sedangkan pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan metode
pendekatan perundang-undangan (statufe aproach). Sumber bahan hukum yang
digunakan adalah sumber bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri
Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor:
547/MPP/Kep/7/2002, Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan
Republik Indonesia Nomor : 634/MPP/Kep/9/2002 dan bahan hukum skunder
yang meliputi buku-buku, teks-teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal
hukum. Analisa bahan hukum menggunakan metode dedulctif yaitu berpangkal
dari prinsip-prinsip umum.

Berdasarkan pembahasan maka menghasilkan kesimpulan bahwa pedoman
pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam
bahasa Indonesia bagi produk elektronik sudah jelas dan rinci diatur dalam
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor:
S47/MPP/Kep/7/2002. Jika diketemukan produk elektronik yang tanpa petunjuk
penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia maka
akan dikenakan sanksi berupa pembakuan izin usaha. Upaya hukum yang dapat
dilakukan oleh konsumen yaitu dengan melaporkan kejadiaan tersebut kepada
pemerintah dan LPKSM.

Saran dari penulisan skripsi ini adalah hendaknya pelaku usaha yang
diwajibkaly  mendaftarkan petunjuk  penggunaan  (manual)  dan kartu
jaminan/garansinya mendaftarkan hal tersebut. Pemerintah dalam melakukan
pengawasan bertindak dengan tegas terhadap pelaku usaha yang nakal dan
mensosialisasikan keputusan tersebut kepada pelaku usaha dan konsumen.
Instansi atau institusi benar-brenar membanty  konsumen dan tidak hanya
menampung keluhan-keluhannya saja tetapi juga membantu konsumen dalam

menyelesaikan masalahnya.
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1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang sedang giat-giatnya melakukan
pembangunan disegala bidang termasuk dalam bidang ekonomi. Pembangunan
dibidang ckonomi lebih mendapat prioritas utama jika dibandingkan dengan
pembangunan dibidang lainnya, karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
Pembangunan ini dimaksudkan untuk meningkatkan taraf kehidupan seluruh
rakyat bangsa Indonesia baik secara materiil maupun spiritual, dalam
melaksanakan pembangunan terutama dibidang ekonomi tidak bisa lepas dari
dunia usaha yang ikut berperan aktif dalam mendukung pembangunan ekonomi,
dimana pemerintah berkewajiban memberikan bimbingar dan pengarahan serta
pengawasan agar tercipta iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha
terutama dunia perdagangan. Adapun (3) tiga unsur yang ikut berperan aktif
dalam dunia usaha yaitu: pelaku usaha (produsen), pemakai (konsumen) dan
barang,

Pembangunan pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia
Indonesia  seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.
Pembangunan dilaksanakan secara merata di seluruh tanah air dan tidak hanya
untuk satu golongan atau satu kelompok saja, tetapi untuk seluruh masyarakat
sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial.

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negaru (selanjutnya disebut dengan
GBHN), pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu
masyarakat yang adil dan makmur yang merata secara materiil maupun spiritual
dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945 (amandemen V) Tap MPR Nomor IV/IMPR/1999 tentang GBHN, dalam
kebijakan bidang ckonominya menegaskan

“mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu
pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip
persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi,
nilai-nilai  keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup,
pembangunan  berwawasan  lingkungan dan  berkelanjutan,
sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha day
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bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang
adil bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa tiap-
tiap warga negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan,
Untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan itu dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan, perlu penyediaan barang dan jasa
dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan dengan harga yang terjangkau
masyarakat. Kenyataan menunjukkan bahwa di Indonesia telah tumbuh dan
berkembang banyak industri barang dan jasa, baik yang berskala besar maupun
kecil, terutama sejak dilaksanakannya pembangunan nasional secara bertahap
terencana (Janus Sidabalok, 2006:1).

Pembangunan dan perkembangan perekonomian khususnya dibidang
perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi
barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi, disamping i, globalisasi dan
perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan
informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa
melintasi batas-batas wilayah suatu negara, schingga banyak barang dan/atau jasa
yang beredar dipasar bervariasi baik produk dalam negeri maupun produk impor
legal atau yang diduga ilegal.

Pemenuhan kebutuhan baik barang maupun jasa bagi kelangsungan hidup
manusia akan bertambah setiap tahunnya seiring cengan lajunya pertumbuhan
penduduk. Usaha pemenuhan guna tercapainya kesejahteraan umum harus
diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa sebagaimana yang dimaksud dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,

Kondisi yang seperti ini mempunyai manfaat bagi konsumen karena
kebutuhan konsumen akan barung dan/atau jasa yang akan digunakan dalam
kehidupan sehari-hari seperti barang-barang elektronik, contohnya televisi,
kulkas, komputer yang mendukung aktivitas mereka dapat terpenuhi, serta
semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih ancka jenis dan kualitas barang
dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen, Karena terlalu
banyaknya barang-barang elektronik yang beredar dipasar maka diperlukan suatu
pengawasan agar barang elektronik tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi
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konsumen dalam memakai, menggunakan atau memanfaatkan barang tersebut.
Schingga konsumen dapat terhindar dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau
Jasa serta dapat meningkatkan harkat dan martabat konsumen.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang berkembang pesat dan
canggih maka secara tidak langsung akan mempengaruhi pola hidup masyarakat.
Masyarakat dapat mengetahui informasi yang dibutuhkan dalam hitungan detik
begitu juga mengenai masalah komunikasi yang mudah dijangkau meskipun
berada dibelahan negara yang berbeda sekalipun.

Pelaku usaha sering mengedepankan keuntungan dan tidak mau rugi tanpa
melihat hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh konsumen scbagai pemakai
barang-barang elektronik. Sehingga pelaku usaha dan konsumen mempunyai
peranan yang saling berkaitan, Pelaku usaha mempunyai kepentingan untuk
melakukan proses produksi guna menghasilkan keuntungan, sedangkan disisi lain
konsumen mempunyai kepentingan untuk memenuhi kebutuhannya. Pelaku usaha
mempunyai 3 (tiga) kepentingan dalam menjalankan usahanya

I. meraih keuntungan (profit oriented), maksudnya setiap produk yang
dihasilkan pada akhimya nanti akan dijual, dipasarkan untuk mendapatkan
keuntungan;

2. meraih eksistensi bagi kelangsungan usahanya, maksudnya pengusaha
menginginkan usahanya terus berlanjut, tidak bangkrut bahkan lebih maju
dalam memperluas usahanya;

3. pengabdian masyarakat, maksudnya pengusaha dalam menjalankan
usahanya bermaksud menyerap tenaga kerja dan memenuhi kebutuhan
masyarakat (Rudi W Poerwoko, 1999 : 20),

Konsumen barang elektronik sering mendapat permasalahan  apabila
barang clektronik yang dibeli tidak ada petunjuk penggunaan (manual) dalam
bahasa Indonesia apalagi banyak yang tidak paham dan mengerti akan bahasa
asing terscbut, walaupun ada gambar sebagai petunjuk penggunaan untuk
mengopergsikan barang-barang elektronik yang dibeli oleh konsumen. Schingga
barang yang mereka beli tidak dapat bertahan lama akibat salak penggunaan dan
jika terdapat kerusakan dalam hal ini maka pertanggungjawaban dari pihak pelaku

usaha berupa garansi atau jaminan produk dan layanan puma jual. Biasanya
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peleku usaha sering menghindar dari tanggungjawab dengan berbagai alasan yang
tidak masuk akal karena keterbatasan pengetahuan konsumen dalam bidang
elektronik dan aturan perundang-undangan khususnya aturan perundang-
undangan mengenai perlindungan konsumen.

Dampak yang ditimbulkan dari masalah perlindungan konsumen telah
sedemikian besarnya terhadap tatanan kehidupan bangsa dalam bidang ckonomi
dan hukum, dalam bidang sosial budaya, dampak yang timbul semakin meluas
dan masalah perlindungan konsumen tersebut menjadi kompleks.

Bagi pelaku usaha yang bermasalah, keadaan yang berlarut-larut tanpa
adanya payung hukum yang jelas akan menimbulkan sikap bahwa masalah
terhadap perlindungan konsumen sudah merupakan suatu hal yang biasa dan tidak
lagi merupakan suatu pelanggaran terhadap undang-undang, sedangkan bagi
konsumen, akan tumbuh sikap yang tidak lagi memandang perlu untuk
mempertanyakan apakah hal tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum atau
tidak, kendati negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum.

Berdasarkan pemikiran tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk
mengangkat permasalahan betapa pentingnya hak konsumen produk elekironik
untuk mendapatkan perlindungan hukum sehingga penulis mencoba mengangkat
permasalahan tersebut dalam skripsi vang berjudul “KAJIAN HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK ELEKTRONIK
DENGAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU
JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA (BERDASARKAN
REPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 547/MPP/KEP/7/2002)".

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas, maka
permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini sebagai berikut :
I. Bagaimana pedoman pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan
kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk elektronik?
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2. Bagaimana perlindungan ‘onsumen setelah membeli produk elektronik
tanpa petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam
bahasa Indonesia?

3. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila tidak ada
petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi yang berbahasa
Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian
Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki
maka perlu kiranya ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan
disini dibagi menjadi 2 (dua) yailu tujuan umum dan tujuan khusus.
1.3.1 Tujuan Umum
Tujuan penulisan skrpsi ini secara umum adalah :

I, Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang
bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Jember.

2, Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum vang telah
diperoleh dalam perkuliahan, dalam mewujudkan masyarakat aman,
tenteram serta berkeadilan,

3. Untuk memberikan konstribusi atau sumbangan pemikiran dalam bidang
ilmu hukum yang bermanfaat bagi almamater dan masyarakat pada

umumnya.

1.3.2 Tujuan Khusus
Tujuan penulisan ini secara khusus adalah
I. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa tentang pedoman
pendaftaran  petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi
dalam bahasa Indonesia bagi produk elektronik.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang perlindungan konsumen setelah
membeli produk elektronik tanpa petunjuk penggunaan (manual) dan kartu
Jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia.
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3. Untuk mengetahui dan memahami upaya hukum apa yang dapat dilakukan
oleh konsumen apabila tidak ada petunjuk penggunaan (manual) dan kartu
jaminan/garansi yang berbahasa Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi memerlukan metode penulisan atau penyusunan
karya tulis yang bersifat ilmiah yang merupakan unsur dalam penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuaan. Agar skripsi ini dapat memenuhi syarat
sebagai suatu karya ilmiah.
Metode penulisan merupakan hal yang sangal penting sebagai proses untuk
menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum
guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005:35).
Metode dapat diartikan sebagai suatu prosedur dan rangkaian cara sistematis
dalam mencari, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis permasalahan
yang disajikan untuk mencapai kebenaran yang maksimal. Metode merupakan
suatu aspek yang penting dan harus dikemukakan secara rinci dan jelas.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penclitian yang dipergunakan dalam penulis skripsi ini adalah bersifut
Yuridis Normatif. Yuridis Normatif artinya permasalahan yang diangkat, dibahas
dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah
atau norma-norma dalam hukum positif, maksudnya adalah penelitan ini dikaji
berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku yang dihubugkan dengan
kenyataan yang ada,

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan
Perundang-undangan (statute approach) yaitu suatu pendekatan masalah dengan
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu
hukum yang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2005:96).
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1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penclitian adalah subyek dari mana bahan
hukum dapat diperoleh yang digunakan untuk memecahkan permasalahan vang
ada, di dalam penulisan skripsi ini.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas.
Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, yang
berkaitan ‘dang,a.n permasalahan yang akan dibahas (Peter Mahmud Marzuki,
2005:141).

Bahan hukum primer akan digunakan sebagai acuan utama dalam
penulisan skripsi ini antara lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Republik Indonesia Nomor: 547/Mpp/Kep/7/2002 Tentang Pedoman Pendaftaran
Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa
Indonesia Bagi Produk Teknologi Informasi dan Elektronika, Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 634/M PP/Kep/9/2002
Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa vang
Beredar Di Pasar serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan
permasalahan yang dibahas.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, Publikasi tentang hukum meliputi
buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-
komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141).

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan yang telah dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis
dan terarah. Kemudian penulis menggunakan metode deduktif, yaitu berpangkal
dari prinsip-prinsip umum. Selanjutnys bahan hukum tersebut diolah secara

kuantitatif, yakni pengolahan bahan-bahan hukum non-statistik (Peter Mahmud
Marzuki, 2005:41-42).
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BAB 2
TINJAUAN PUST

2.1 Konsumen
2.1.1 Pengertian

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa, dari kata “consumer” (Inggris-
Amerika), atau consument/konsumen (Belanda). Secara harfiah arti kata consumer
itu adalah setiap orang yang menggunakan barang. Menurut N, H. T. Siahaan
(2005: 22) konsumen adalah pihak yang memakai atau menikmati barang dan jasa
yang dihasilkan oleh produsen. Menurut pusat pembinaan dan pengembangan
bahasa (1989 : 458) dalam bukunya Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan
bahwa konsumen adalah pemakai barang-barang hasil industri, pencrima pesan
iklan, pemakai jasa. Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan
Kebudaysan (2002:596) dalam bukunya Kamus Besar Bahasa Indonesia
menyatakan bahwa konsumen adalah pemakai barang-barang hasil produksi.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal | angka
(2), konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia
dalam masyarakat baik untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun
makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Dalam perspekiif ekonomi
pengertian konsumen dapat berarti konsumen antara dan konsumen akhir, Namun
yang dimaksud dengan konsumen didalam UUPK adalah konsumen akhir.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Prakiek
Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa konsumen
adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa, baik untuk
kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain (Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 dalam Shidharta, 2004:2). Menurut Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 634/MPP/Kep/9/2002
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan At Jasa Yang
Beredar Di pasar Pasal 1 angka (5) menyatakan bahwa konsumen adalah setiap
orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan
tidak untuk diperdagangkan.
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Menurut pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan,
para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai
produksi terakhir dari benda dan jasa (Uiten Delijke Gebruiker van Goederen
Endiesten). Dengan rumusan tersebut, Hondius ingin membedakan antara
konsumen tukan pemakai terakhir (konsumen antara) dengan konsumen pemakai
terakhir. Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria tersebut, sedangkan
konsumen dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen akhir (Hondius
dalam Shidarta, 2004 : 3).

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen India menyatakan
bahwa konsumen adalah setiap orang (pembeli) atas barang yang disepakati,
menyangkut harga dan cara pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka yang
mendapatkan barang untuk dijual kembali atau lain-lain keperluan komersial
(Undang-Undang Perlindungan konsumen India dalam Shidarta, 2004 - 4).

Menurut Abdurrahman, dkk (1982 : 24) dalam bukunya Ensiklopedia
Ekonomi Keuangan Perdagangan Inggris-Indonesia menyatakan bahwa konsumen
adalah seseorang yang menggunakan atau memakai/mengkonsumsi barang dan
jasa bukan SESeoran yang menyebarkan atau
mendistribusikannya/memproduksi/menghasilkannya. Batasan  pengertian
konsumen yaitu :

a. Konsumen adalah setiap orang mendapatkan barang dan/atau jasa
digunakan untuk tujuan tertentu;

b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau
Jasa digunakan dengan tujuan tertentu membuat barang dan/atau jasa lain
atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial);

¢. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan
barang dan/atau jasa untuk tujusn memenuhi kebutuhan hidupaya pribadi,
keluarga dan/atau runiahtangga dan tidak untuk diperdagangkan (non
komersial) (Az Nasution, 2002 : 13).
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2.1.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak adalah
kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah
tuntutan yung diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya
mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam
melaksanakannya (Janus Sidabalok, 2006: 35).

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen Pasal 4, menyatakan bahwa hak konsumen adalah -

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi
barang dan/atau jasa;

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang
dan/atau jasa tersebut sesuai dangan nilai tukar dan kondisi serta Jjaminan
yang dijanjikan;

¢. Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa;

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa
yang digunakan;

¢. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan korsumen secara patut;

f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen:

g. Hak untuk diperiakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian
atau tidak sebagaimana mestinya;

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan  perundang-undangan
lainnya.

Menurut presiden Amerika Serikat John F Kennedy (John F Kennedy
dalam kasali, 1995 : 219) dalam pidato kenegamannya  dihadapan kongres,
merggariskan 4 (cmpat) hak konsumen vang periu dilindung: secara hukum varu:
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- Hak untuk mendapatkan keamanan (the right 1o safety)

yakni hak untuk dilindungi dari penggunaan barang-barang konsumsi yang
membahayakan kesehatan atau kehidupan

Hak untuk memilih (the right to choose)

hak untuk memilih dan mendapatkan barang vang berkualitas dengan
harga yang kompetitif

Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed)

hak ini ditujukan utuk melindungi konsumen terhadap kemungkinan
terjadinya penipuan, informasi yang menyesatkan, labelisasi serta hak
untuk mendapatkan informasi yang memungkinkan konsumer bebas untuk
memilih

Hak untuk didengar (the right to be heard)

hak bagi konsumen untuk didengarkan keluhannya, baik oleh lembaga
pemerintah maupun kaum produsen,

Sementara itu, Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) juga menetapkan hak-

hak dasar konsumen yang perlu mendapat perlindungan didalam perundang-

undangan, vaitu :

hak perlindungan kesehatan;

2. hak perlindungan kepentingan ekonomi:
3.
4. hak untuk didengar.

hak mendapatkan ganti rugi; dan

Didalam pedoman perlindungan bagi konsumen yang dikeluarkan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN-Guudelinesfor consumer protection) melalui
Resolusi PBB No. 39/248 pada tanggal 9 April 1985, pada bagian Il tentang
Prinsip-Prinsip Umum, Nomor 3 dikemukakan bahwa kebutuhan-kebutuhan
konsumen yang diharapkan dapat dilindungi oleh setiap negara di dunia adalah:

&

2.
R

o s

periirdungan dari barang-barang yang berbahaya bagi keschatan
dan keamanan manusia;

perlindungan kepentingan-k=pentingan ekonomis konsumen;

hak konsumen untuk mendapatkan informasi sehingga mereka
dapat memilih sesuatu dengan kebutuhannya;

pendidikan konsumen;

tersedianya ganti rugi bagi konsumen:

kebebasan dalam membentuk lembaga perlindungan konsumen atau
lembaga lain yang sejenis dan memberikan kesempatan bagi
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lembaga-lembaga tersebut untuk mengemukakan pandangan

mereka dalam proses pengambilan keputusan (Janus Sidabalok,

2006 : 39),

Hak-hak konsumen harus dikaitkan dengan kewajibanva. Menurut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5,
pada Pasal 5 menyatakan bahwa kewajiban konsumen adalah:

a. membaca atsu mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan
dan keselamatan;

b.  beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang
dan/atau jasa;

¢.  membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati:

d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan
konsumen secara patut

2.2 Produk Elektronik

Menurut Shidarta (2004 : 8) berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa,
sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk”
sudah berkonotasi barang atau jasa. Dalam dunia perbankan, misalnya istilah
produk dipakai juga untuk menamakan jenis-jenis layanan perbangkan.

Selanjutnya untuk mempertegas makna dari barang vang dimaksudkan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam
Pasal 1 Angka (4) juga memberikan definisi mengenai barang sebagai herikut:
“barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik
bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan, yang dapal untuk
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh komnsumen”.
Menurut N. H. T. Siahaan (2005 ; 22) barang (goods) adalah suatu produk yang
dihasilkan Joleh produsen yang bisa kelihatan dalam bentuk fisik, misalnya kue,
meja, mobil, pipa, baju, dan seterusn ya,

Menurut Kamus Besar Balasa Indonesia (1988 : 224) menyatakan bahwa
elektronik adalah penerapan sifat-sifat electron misal radio, televisi. Menurut
pusat pembinana dan pengembangan bahasa (1991: 257) dalam kamus besar
bahasa Indonesia menyatakan bahwa elektronik adalah alat-alst vang dibuat
berdasarkan prinsip-prinsip elektronika, hal atau benda yang mempergunakan
alat-alat yarg dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika. Dari pengertian diatas
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maka dapat disimpulkan produk elektronik adalah benda yang berwujud dan tidak
dapat dihabiskan serta dapat diperdagangkan, dipergunakan atau dimanfaatkan
oleh konsumen seperti radio, televisi.

2.3 Petunjuk Penggunaan (Manual)

Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik
Indonesia Nomor: 547/MPP/Kep/7/2002 Tentang Pedoman Pendaftaran Petunjuk
Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi
Produk Teknologi Informasi dan Eletronika Pasal | Angka (9) menyatakan bahwa
petujuk penggunaan (manual) adalash petunjuk/cara menggunakan produk
teknologi informasi dan elektronika.

2.4 Kartu Jaminan/Garansi

Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik
Indonesia Nomor: 547/MPP/Kep/7/2002 Tentang Pedoman Pendaftaran Petunjuk
Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi
Produk Teknologi Informasi dan Eletronika Pasal 1 Angka (10) menyatakan
bahwa kartu jaminan/garansi adalah kartu yang menyatakan tersedianya
pelayanan purna jual dan suku cadang produk teknologi informasi dan
elektronika.

2.5 Perlindungan Konsumen
2.5.1 Pengertian

Korsumen mempunyai keberadaan yang tidak terbatas dengan strata yang
sangat bervariasi dan universal. Konsumen pada beberapa sisi menunjukan
berbagai kelemahan menyebabkan konsumen tidak mempunyai kedudukan yang
nyaman. Oleh karena itu secara mendasar, konsumen juga membutuhkan
perlindungan hukum yang sifatnya universal. Mengingat lemahnya kedudukan
konsumen jika dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat
dalam banyak hal, menyebabkan masalah perlindungan hukum sangat penting
bagi konsumen,
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Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 Angka (1) UU No. 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan
konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karena itu menjadi
harapan bagi semua bangsa di dunia untuk mewujudkannya. Mewujudkan
perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang
satu dengan yang lain dan mempunyai keterkaitan dan saling ketergantugan antara
konsumen, pengusaha, dan pemerintah.

Menurut Janus Sidabalok (2006: 9) perlindungan konsumen adalah istilah
yang dipaliai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada
konsumen dalam usaha-usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal
yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum, istilah ini
masih relatif baru, khususnya di Indonesia, sedangkan di negara maju, hal ini
mulai dibicarakan bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi.

Menurut Az Nasution (dalam N. H. T. Siahaan, 2005 : 32) hukum
perlindungan konsumen adalah sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah
yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah
penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya
dalam kehidupan bemasyarakat,

Perlindungan konsumen menurut Setiawan (dalam Janus Sidabalok, 2006 :
7) mempunyai dua aspek yang bermuara pada praktik perdagangan yang tidak
jujur (unfair trade practices) dan masalah keterikatan pada syarat-syarat umum

dalam suatu perjanjian.

2.5.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen
Didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen terdapat asas bagi perlindungan konsumen, Perlindungan
konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 3 (lima) asas yang
relevan dalam pembangunan ngsional yaitu:
1. Asas manfaat |
Dimaksudkan untuf  mengamanatkan  bahwa  segala upaya

penyelenggaraan pﬂdjﬂﬂpngan konsumen harus memberikan manfaat
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sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku ussha secara
keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan
hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan menempatkan salah
satu pihak saja, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing
pihak, produsen dan konsumen, apa yang menjadi haknya.

Asas keadilan

Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara
maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku
usaliu untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.
Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum
perlindungan konsumen ini, konsumen dan produsen dapat berlaku adil
melalui perolehan hak dan pemenuhan kewajiban secara seimbang

Asas keseimbangan

Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan
konsumen, pelaku usaha dan pemerinish dalam arti materiil atupun
spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha (produsen),
dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan
penegakan hukum perlindungan konsumen. Kepentigan antara konsumen,
produsen, dan pemeritah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang
sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.

Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan
kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang
dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki
adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dan
produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu
tidak skan mengancam ketenteraman dan keselamatan Jiwa dan harta
bendanya.

Asas kepastian hukum

Dimaksudkan agar baik pelaku usaha mapun konsumen menaati hukum

dan memperoleh  keudilan  dalam menyelenggarakan  perlindungan
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konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya, undang-
undang ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban
yang terkandung didalam undang-undang ini harus diwujudkan dalam
kchidupan sehari-hari  schingga masing-masing pihak memperolch
keadilan. (Janus Sidabalok, 2006 : 31-33)

Menurut Janus Sidabalok (2006 : 6) sekurang-kurangnya ada empat alas

an pokok mengapa konsumen perlu dilindungi:

melindungi konsumen sama. artinya dengan melindungi seluruh
bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh tujuan pembangunan
nasional menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari
dampak negatif penggunan teknologi;

melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia
yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku
pembangunan, yang berarti juga untuk menjaga kesinambungan
pembangunan nasional;

melindungi  konsumen perlu untuk menjamin sumber dana
pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen.

Menurut Erman Rajagukguk, dkk (200:14) bahwa alasan-alasan yang

dipakai dikemukakan untuk menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan

yang secara khusus menangani dan melindungi kepentingan konsumen sebagai

berikut:

1

konsumen memerlukan pengaturan tersendiri karena dalam suatu
hubungan dengan penjual, konsumen merupakan pengguna barang
dan/atau jasa untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk diproduksi
ataupun diperdagangkan;

2, konsumen memerlukan sarana atau acara hukum tersendiri sebagai upayva

untuk melindungi diri atau untuk memperoleh haknya.

Departemen Perindustrian dan Perdagangan, memandang bahwa tujuan

penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen adalah

untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, serta secara tidak

langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya

dengan penuh tanggung jawab, dengan cara :

Ja

menciptakan  sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur

keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
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melindungi kepentingan konsumen pada khususnva dan kepentingan
seluruh pelaku usaha;

meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;

memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha vang
menipu dan menyesatkan;

memadukan  penyelenggaraan, pengembangan  dan pengaturan
perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan dan bidang-
bidang lain,

Menurut Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani (2001:90), pembinaan dan

penyelenggaraan perlindungan konsumen meliputi upaya untuk;

l.

=

Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara
pelaku usaha dengan konsumen

Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat
Meningkatnya sumberdaya  manusia, serta meningkatnya kegiatan
penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
Perlindungan konsumen yang diatur dalam UUPK tidak hanya mengatur

mengenai hak dan kewajiban saja, tetapi juga mengenai hak dan kewajiban sarat

tanggung jawab bagi pelaku usaha. Hal ini dimaksudkan bahwa perlindungan

konsumen yang dimaksud bukan untuk mematikan kegiatan usaha bagi para
pelaku usaha tetapi agar supaya kedudukan konsumen menjadi seimbang dengan

pelaku usaha di dalam prespektif hukum. Hukum perlu  diciptukan untuk

mrmberikan perlindungan terhadap konsumen di Indonesia. Hal ini sejalan dengan

tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya,

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahunl999 Tentang Perlindungan

Konsumen, menyatakan bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk:

1.
2.

Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen
untuk melindungi diri;

Mengangkat harkat dan  martabat  konsumen dengan  cara
menghindarkanya dari akses nepatif pemakaian barang dan/atau
jasa;

Meningkatkan  pemberdayaan  konsumen  dalam memilih,
mesentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen:
Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung
unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk
mendapatkan informasi;
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5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha;

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Menurut Syawali dan Imaniati (2000 : 7) tujuan penyelenggaran,
pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah
untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung
mendorong pelaku useha di dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya
dilakukan dengan penuh rasa tangung jawab yaitu dengan cara :

a, Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
keterbukaan akses dan informasi serta menjamin kepentingan hukum;

b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan
seluruh pelaku usaha;

¢. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;

d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dengan praktik usaha yang
tidak menipu dan menyesatkan; |

€. Memadukan  penyelenggaraan, pengembangan  dan pengaturan
perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-
bidang lain.

2.6 Pelaku Usaha
2.6.1 Pengertian

Istilah produsen berasal dari bahasa Belanda yakni producent, dalam
bahasa Inggris, producer yang artinya adalah penghasil, Dalam pengertian yuridis,
istilah produsen disebut dengan pelaku usaha. Menurut Janus Sidabalok (2006 :
16) produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan
jasa, dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, dan pengecer
professionil, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang
dan jasa hingga sampai ketangan konsumen.

Menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor $ Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha adalah seliap
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orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum manpun
bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan
dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-
sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang
ekonomi,

Disamping itu kalangan ahli ekonomi (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia
(ISEIT) ) menetapkan bahwa pelaku usaha terdiri dari tiga kelompok besar yaitu:

a. Kelompok penyedia dana (investor) yang memenuhi keperluan
pelaku usaha atau orang perorangan (konsumen) seperti bank,
lembaga keungan non-bank dan para penyedia dana lainnya;

b. Kelompok pembuat barang atau jasa (produsen) seperti pembuat
(pabrik} pangan olahan, pembuat (pabrik) sandang, pembuat atau
developer perumahan, penyelenggaraan usaha angkutan;

¢. Kelompok pengedar barang dan jasa (distributor) sepertl warung,
kedai,toko, supermarket, minimarket pedagang kaki lima dan lain-
lain, masing-masing kelompok usaha (publik atau privat) tersebut
berperan sebagai penyelenggara usaha dibidang ekonomi, baik
secara sendiri-sendiri atau berdasarkan perjanjian dengan pihak lain
Az Nasution, 1999: 30).

Dalam kehidupan schari-hari sering dikenal istilah produsen schagai
seorang penghasil barang, akan tetapi dalam kenyataannya batasan ini kurang
dapat memberikan pengertian tepat bagi seorang produsen. Ada batasan yang
cukup luas wuntuk menjawab masalah ini. Johanes Gunawan (1994:2)
mengkualifikasi sebagai produsen dalam batasan ini adalah:

a. Pembuat produk jadi;

b. Penghasil barang-barang baku;

¢. Pembuat suku cadang;

d. Setiap orang yang menempatkan dirinya sebagai produsen dengan
jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal lertentu, atau tanda
lain yang membedakan dengan produk asli, atau produk tertentu;

e. Impertir suatu produk dengan dimaksud untuk menjual belikan,
disewakan, disewagunakan (leasing) atau bentuk distribusi dalam
perdagangan;

f. Pemasok (supplier), dalam hal ini identitas dari produsen atau
importir tidak ditentukan.

2.6.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
Hak-hak dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Bab IIl Tentang Hak
dan Kewajiban sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UUPK. Hak—hak
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pelaku usaha menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen adalah:

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakaten
«mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen
yang beritikad tidak baik;

¢. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam
penyelesaian hukum sengketa konsumen;

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau
Jjasa yang diperdagangkan;

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainya.

Kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa kewajiban pelaku
usaha adalah:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan
penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;

¢. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan Jujur
serta tidak diskriminatif;

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang
dan/atau jasa yang berlaku;

€. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguiji, dan/atau
Jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang
yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian
akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau
Jasa yang diperdagangkan;

8. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesual
dengan perjanjian.
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3.1 Pedoman Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) Dan Kartu
Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronik

Pendaftaran menurut Pasal | Angka (11) Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 547/MPP/Kep/7/2002 adalah
kegiatan mendaftarkan petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi
dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika pada
instansi yang berwenang, maka setiap produk elektronik yang beredar di pasar
wajib mendaflarkan petunjuk peggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi
dalam bahasa Indonesia. Hal ini dilakukan agar pembeli (konsumen) tidak
dirugikan karena produk elektronik yang mereka beli tidak dapat digunakan atau
bahkan rusak karena salah pemakaian atau penggunaan.

Maka, untuk menghindari hal tersebut setiap produk elektronik vang
diedarkan di pasar wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (manual) dan
kartu jaminan atau garansi dalam bahasa Indonesia dan wajib didaflarkan pada
instansi yang bewenang. Kewajiban bahwa semua produk elektronik yang beredar
di pasar wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan({manual) dan kartu
jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor
547/MPP/Kep/7/2002 (lampiran 1 halaman 46) yang menvatakan bahwa:

Pasal 4

(1) Setiap produk teknologi informasi dan atau elektronika yang
beredar di pasar wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan
(manual) dalam bahasa Indonesia.

(2) Kewajiban dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dapat ditambah dengan berbagai bahasa asing sesuai
kebutuhan.

Pasal 6

(1) Setiap produk ieknologi informasi dan elektronika yang beredar di
pasar wajib dilengkapi kartu jaminan/garansi dalam bahasa
Indonesia,

(2) Kewajiban dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dapat ditambah dengan bahasa asing sesuai kebutuhan.

21
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(3) Kartu jaminan/garansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berlaku sekurang-kurangnya |(satu) tahun.

Pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi
wajib didaftarkan agar pemerintah melalui instansi yang berwenang dapat
melakukan pengawasan kepada produsen, importir yang bersangkutan dan
asosiasi produk terkait. Apakah barang-barang atau produk elektronik yang
diedarkan di pasaran tersebut sudah mendaftarkan petunjuk penggunaan (manual)
dan kartu jaminan/garansi yang berbahasa Indonesia untuk memudahkan
konsumen {pemakai) produk elektronik tersebut dalam cara penggunaannya dan
tersedianya suku cadang barang tersebut jika sewaktu-waktu barang tersebut
rusak. Maksud dan tujuan pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan karty
jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk elektronik diatur dalam
Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik
Indonesia Nomor : 547/MPP/Kep/7/2002 (lampiran 1 halaman 45) vang
menyatakan bahwa :

Pasal 2

Maksud pendaflaran petunjuk penggunan {manual) dan Kartu
jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi
informasi dan elektronika adalah untuk memberikan perlindungan
bagi kosumen dan produsen produk teknologi  informasi  dan
elektronika.

Pasal 3

Pendaftaran  petunjuk  penggunan  (manual) dan  kartu
Jjaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi
informasi dan elektronika bertujuan untuk:
4. Menciptakan dan meningkatan persaingan usaha yang sehat
dibidang produk teknologi nformasi dan elektronika:
b. Meningkatkan produk teknologi informasi dan elektronika;
¢. Memberikan perlindungan kepada konsumen pemilik
produk teknologi informasi dan elektronika,

Permohonan pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan Kartu
jaminan/garansi dalam berbahasa Indonesia diajukan kepada Bupati/Walikota
setempat dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Bina Pengawasan
Barang Beredar dan Jasa, dan khusus bagi produk dalam negeri disampaikan juga
kepada Direktur Industri Teknologi Informasi dan Elektronika (Pasal 13 Ayat (1)
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Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomeor :
347/MPP/Kep/7/2002 (lampiran | halaman 47) ). Permohonan tanda pendaftaran

petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa ndonesia

dapat diajukan melalui:

a.
b.

C.

Secara langsung;

Menggunakan jasa pos;

Jasa pengirman lainya atau;

Melalui saluran komunikasi data elektronik (on-line) (Pasal 13 Ayat (3)
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
Nomor : 547/MPP/Kep/7/2002 (lampiran 1 halaman 48)).

Permohonan tanda pendaftaran tersebut diajukan ke Bupati/Walikota

setempat dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut yang diatur dalam Pasal 14

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor :
347/MPP/Kep/7/2002 ('ampiran | halaman 48) vang menyatakan bahwa;

Permohonan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
menggunakan formulir Model MG-1 dengan melampirkan :

a. Isian formulir pendafiaran Model MG-2;

b. Copy Surat lzin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar ludustri
(TDI) bagi produsen;

¢. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Angka
Pengenal Impcr (API) atau Angka Pengenal Importir
Terbatas (APIT) bagi importir, dan Nomor Pengenal
Importir Khusus (NPIK ) khusu bagi produk teknologi
informasi dan atau elektronika yang dipersyaratkan,
mempunyai NPIK;

d. Copy NPWE:

€. Sural Pernyataan Jaminan Pelayanan Purna Jual don
tesedianya Suku Cadang bematerai:

f. Contoh Petunjuk Penggunan (Manual) dalam Bahasa
Indonesia (lampiran 2 halaman 65) yang sekurang-
kurangnya memuat informasi tentang :

1) Petunjuk operasi penggunaan;
2) Petunjuk perbaikan/pemeliharaan;
3) Spesifikasi produk,

g Contoh Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia
(lampiran 2 halaman 67) vang sekurang-kurangnya memuat
mfornasi tentang:

I) Biaya perbaikan gratis selama masa garansi:
2) Jaminan ketersediaan suku cadang;
3) Masa berlaku sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
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Setelah Bupati/Walikota menerima permohonan tersebut maka selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut secara
lengkap dan benar wajib menerbitkan tanda pendaftaran dan menyampaikannya
kepada pemohon yang bersangkutan serta masing-masing tembusannya
disampaikan kepada Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, dan
Kepala Pusat Data dan Informasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan
serta khusus bagi produk dalam negeri disampaikan juga kepada Direktur Industri
Teknologi Informasi dan Elektronika. Bagi pemohon yang belum lengkap dan
benar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak di terima permohonan, maka
Bupati atau Walikota harus mengeluarkan surat yang menyatakan permintaan
kelengkapan data kepada pemohon dan tembusannya disampaikan kepada
Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dan khusus untuk produk
dalam negeri disampaikan juga kepada Direktur Industri Teknologi Informasi dan
Elektonika. Tetapi jika dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah dikeluarkan
surat permintaan kelengkapan data, pemohon tidak melengkapinya maka
Bupati/Walikota yang bersangkutan menerbitkan surat penolakan permohonan
dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar
dan Jasa dan khusus bagi produk dalam negeri disampaikan juga kepada Direktur
Industri Teknologi Informasi dan Elektronika (Pasal 15 Ayat (1), Ayat (2) dan
Ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
Nomor : 547/MPP/Kep/7/2002 (lampira 1 halaman 48)).

Setiap perubahan atau penambahan merek, Jjenis, modelftipe produk
elekironik yang mengakibatkan perubahan pada tanda pendaftaran petunjuk
penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi wajib didaftarkan kembali
sebelum diedarkan oleh produsen, importir atau asosiasi terkait. Mengenai hal ini
diatur di dalam Pasal 9 Ayat (2) dan Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (2) Keputusan
Menteri  Perindustrian  dan Perdagangan Republik Indonesia  Nomor
347/MPP/Kep/7/2002 (lampiran | halaman 47 dan halaman 49) yang berbunyi
sebagai berikut

Pasal 9

(2) Setiap perubahan merek jenis dan atau tipe produk pada
.petunjuk penggunaan (manual) dan kartu Jjaminan/garansi yang
telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib
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didaftarkan kembali pada Bupati/Walikota sclempal dan
tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal
Perdagangan Dalarn Negeri cq, Direktur Bina Pengawasan
Barang Beredar dan Jasa dan khusus bagi produk dalam negeri
disampaikan juga kepada Direktur Jenderal Industri Logam
Mesin Elektronika Dan Aneka cq. Direktur Industri Teknologi
Informasi dan Elektronika.

Pasal 16

(1) Setiap perubahan/penambahan merek, jenis, dan atau modelftipe
produk teknologi informasi dan atau elektronika vang
mengakibatkan perubahan pada tanda pendaftaran petunjuk
penggunaan (manual) dan atau kartu jaminan/garansi, sebelum
dipasarkan wajib didaftar kembali kepada Bupati/Walikota yang
bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Bina
Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dan khusus bagi produk
dalam negeri dasampaikan juga kepada Direktur Industri Teknologi
Informasi.

(2) Selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterima Pemberitahuan
Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Bupati/Walikota
yang bersangkutan telah menerbitkan Surat Persetujuan/ Surat
Keterangan Perubahan, yang merupakan bagian vyang tidak
werpisahkan dari Surat Tanda Pendaftaran dengan menggunakan
Formulir Model MG-5 dan tembusannya disampaikan kepada
Direktur Bina Pngawasan Barang Beredar dan Jasa dan Kepala
Pusat Data dan Informasi Departemen Peridustrian dan
Perdagangan dan khusus bagi produk dalam negeri disampaikan
juga kepada Direktur Industri Teknologi Informasi dan Elektronika.

Karena hal ini berkaitan dengan pengawasan vang nantinya akan
dilakukan oleh instansi yang berwenang jika produk tersebut tidak didaftarkan
kembali pemerintah tidak mengetahui poduk tersebut sudah berubah baik
tipe/model, j'enis maupun merek dan jika ada operasi pasar maka produk tersebut
akan ditartk dari pasaran dan produsen, impotir akan dkenakan sanksi. Sankszi
terhadap produk elektronik yang wajib mendaftarkan petunjuk penggunaan
(manual) dan kartu jaminan/garansinya diatur dalam Pasal 21 Keputusan Menteri
Perindustrian ~ dan  Perdagangan Republik  Indonesia  Nomor
547/MPP/Kep/7/2002 (lampiran | halaman 50), yang berbunyi sebagai berikut :
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Pasal 21

(1) Pelaku usaha produk teknologi informasi dan atau elektronika
sebagaimana dimaksud Pasal 8 yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) stau Avat (7)
dibekukan izin usahanya.

(2) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud Ayat (1) berlaku
selama 6 (enam) bulan sejak dikeluarkan surat pembekuan.

(3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Avat (2) pelaku
usazha yang bersangkutan belum memiliki Tanda Pendaflaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Avat (1), izin usahanya
dicabut.

(4) lzin usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (3) berupa :

a. lzin Usaha Industri (IUI), atau Tanda Daftar Industri (TDI);

b. Angka Pengenal Impor (API) atau Angka Pegenal lmportir
Terbatas (APIT) bagi Importir dan Nomor Pengenal Importir
Khusus (NPIK) khusus bagi produk teknologi iformasi atau
elektronika yang dipersyaratkan mempunyai NPIK;

¢. ,Surat Izin Usaha Prdagangan (SIUP).

(5) Pelaksanaan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam
Ayat (4) dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan izin
vang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

Produk elektronik yang sudah mendafiarkan petunjuk penggunaan
(manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia harus mencantumkan
nomor tanda pendaftaran pada petunjuk penggunan (manual) dan kartu
jaminan/garansi pada produk yang diedarkan ke pasaran dan hal ini berlaku
selama produsen atau importir vang bersangkutan melakukan kegiatan usaha dan
tidak merubah merek, jenis dan tipe produk elektronik (Pasal 12 Ayat (1), Ayat
(2) dan Ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik
Indonesia Nomor : 547/MPP/Kep/7/2002 (lampiran 1 halaman 47)). Pencantuman
nomor tanda daftar petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi
dilakukan untuk memudahkan membedakan produk elcktronik yang sudah
mendaflarkan petunjuk penggunaan (manual) dan kartu Jaminan/garansinya

dengan produk elektronik yang belum mendaftarkan petunjuk penggunaan
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(manual) dan kartu jaminan/garansinya dalam Bahasa Indonesia walaupun

dimungkinxen ada bahasa asingnya juga.

3.2 Perlindungan Konsumen Setelah Membeli Produk Elektronik Tanpa
Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam
Bahasa Indonesia

Konsumen menurut Pasal | Angka (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun
1999 adalah setiap orang pemakai barang danfatau jasa vang tersedia dalam
masyarakat baik untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk
hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, dan perlindungan konsumen menurut
Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah segala upaya
yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada
konsumen. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen tersebut,
Khususnya konsumen produk elektronik, maka diperlukan suatu pengawasan
terhadap pelaksanaan pendafiaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu
jaminan/garansi yang berbahasa Indonesia. Pengawasan ini merupakan suatu
upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk vang dapat merugikan
konsumen baik dari segi kesehatan maupun keuangannya,

Pengawasan yang dimaksud, menurut Pasal 1 Angka (16} Keputusan
Menteri' Perindustrian dan Perdagangan Republik  Indonesia Nomor
634/MPP/Kep/9/2002 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan
Jasa yang Beredar di Pasar adalah serangkaian kegiatan yang diawali pengamatan
Kasat mata, pengujian, penelitian dan survey terhadap barang dan jasa yang
beredar di pasar, guna memastikan kesesuaian barang dan atau jasa dalam
memenuhi standar mutu produksi barang dan atau jasa, pencantuman label,
klausula baku, cara menjual, pengiklanan serta pelayanan purna jual barang dan
atau jasa. Lingkup pengawasan ini meliputi barang dan jasa yang beredar dipasar
baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri,

Hal ini dilakukan guna menghindarkan konsumen dari ekses negatif vang
ditimbulkan dari produk yang mereka beli nantinya. Pengawasan terhadap
petunjuk penggunaan (manual) dan kartu Jjaminan/garansi ini dilakukan olch

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktorat Bina Pengawasan
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Barang Beredar dan Jasa. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 17 Keputusan
Menteri Perindustrian dan Pordagangan Republik Indonesia Nomor:
347/MPP/Kep/7/2002 (lampiran | halaman 49) yang menyatakan sebagai berikut;

“pengawasan terhadap pelaksanan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (3)
atas produk teknologi informasi dan elektronika sebapaimana
dimaksud dalam Pasal 8 yang beredar di pasar, dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq Direktorat Bina
Pengawasan Barang Beredar dan jasa”.

Jika didalam pengawasan tersebut diketemukan produk elektronik vang
diwajibkan mendaflarkan petunjuk  penggunaan (manual) dan  kartu
Jaminan/gararsi dalam bahasa Indonesia tidak mendaftarkan, petunjuk
penggunean (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia maka,
izin usahanya dibekukan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Keputusan Menteri
Perindustrian  dan  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor
547/MPP/Kep/7/2002 (lampiran halaman 49) menyatakan bahwa ¢

(1) Apabila dalam pengawasan ditemukan produk teknologi informasi
dan atau elektronika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Aval (1)
dan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (3) atau Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2},
Direktur  Bina  Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
merckomendasikan kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 agar sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-
masing untuk dan atas nama Menteri mengeluarkan Surat Perintah
kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha untuk
mengeluarkan Surat Pembekuan Izin Usaha.

(2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :

a. lzin Usaha Industri (IUT), atau Tanda Daftar Industri (TDI);

b, Angka Pengenal Importir (API) atau Angka Pegenal Importir
Terbatas (APIT) bagi Importir dan Nomor Pengenal Importir
Khusus (NPIK) Khusus bagi produk teknologi iformasi atau
elektronika yang dipersyaratkan mempunyai NPIK;

¢. Surat [zin Usaha Prdagangan (SIUP).

(3). Dalam waktu 5 (lima) hari kerja scjak rekomendasi diterima,
Direktur Jendera! yang bersangkutan harus menerbitkan Surat
Perintah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dengan
menggunakan Formulir Model MG-7.
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Sering terjadi, untuk pembelian barang-barang tertentu vaitu barang-barang
elektronik pelaku usaha memberikan garansi dalam jangka waktu terbatas atas
barang tersebut, sepanjang bukan disebabkan kesalahan, misalnya 1 (satu) tahun
selama jangka waktu tersebut, setiap keluhan konsumen (pemakai) dapat diajukan
kepada pelaku usaha. Hal ini biasanya disebut dengan layanan purmna jual dan
layanan purna jual ini termasuk janji pelaku usaha (produsen) kepada pembeli
(konsumen). Untuk memberikan perlindungan kepada konsumen maka diperlukan
suatu pengawasan terhadap barang-barang yang beredar di pasar terutama
pengawasan terhadap barang-barang elektronik, dimana barang-barang elektronik
ini merupakan barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk
menambah pengetahuan dan informasi terkini.

Pengawasan ini dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga
perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Pengawasan oleh pemerintah
dilakukan oleh menteri yang terkait sesuai dengan bidang tugasnya (berdasarkan
Pasal 3 Ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik
Indonesia Nomor : 634/MPP/Kep/9/2002 Tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pengawasan Barang dan Jasa yang Beredar di Pasar). Menteri ini melakukan
pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar di pasar dalam memenuhi
pelayanan purna jual (Pasal 4 huruf d Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 634/MPP/Kep/9/2002 Tenlang
Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa yang Beredar di Pasar ).

Pengawasan pemenuhan tersedianya pelayaan purna jual (sales after
service) terhadap barang-barang elektronik diatur didalam Pasal § Keputusan
Menteri  Perindustrian dan  Perdagangan Republik Indonesia Nomor
634/MPP/Kep/9/2002 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Burang dan
Jasa yang Beredar di Pasar menyatakan bahwa

“pengawasan pelayanan purna jual sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 Ayat (1) huruf d dilakukan terhadap barang yang
pemanfaatannya Dberkelanjutan dalam batas wakiu sekurang-
kurangnya | (satu) tahun, tidak tersedia suku cadang dan/atau
fasilitas purna jual/perbaikan dan tidak ada atau tidak dipenuhinya
jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan™.
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Pengawasan ini dilakukan secara berkala dan sccara khusus. Pengawasan
secara berkala dilakukan oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) yaitu
pegawai negeri sipil yang berada dilingkungan unit atau organisasi yang
menangani penyelenggaraan pengawasan barang atau jasa atau pada unit
penyelenggaraan perlindungan konsumen yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat
yang berwenang (Pasal 1 Angka (19) Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 634/MPP/Kep/9/2002).

Sedangkan pengawasan secara khusus dilakukan oleh Petugas Pengawas
Barang dan Jasa (PPBJ) dan Peyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan
Konsumen (PNS-PK), PNS-PK ini adalah pejabat atau pegawai negeri sipil
tertentu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungar Konsumen dan telah diangkat sebagai penyidik dengan
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia (Pasal | Angka (20)
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor -
634/MPP/Kep/9/2002).

Perlunya dilakukan pengawasan terhadap pelayanan purna jual, karena
layanan purna jual merupakan kepentingan konsumen yang sangat penting akhir-
akhir ini, dan jika ada kerusakan dari suatu jenis produk elektronik sering
konsumen mendapatkan kendala dalam memperbaiki barangnya yaitu terbatasnya
suku cadang. Masalah layanan purna jual adalah masalah perlndungan konsumen
yang tidak dapat dipisahkan dengan tahap-tahap transaksi lainnya. Yang berlaku
bukan lagi prinsip tanggung jawab konsumen melainkan tanggung jawab pelaku
usaha, yang lazim disebut tanggung jawab produk. Seharusnya tanggung jawab
produk jangan hanya dibatasi hanya pertanggung jawaban atas produk cacat.
Tanggung jawab produk adalah bagian dari transaksi konsumen yaitu tahap ketiga
vaitu yang disebut purnatransaksi.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, layanan purna jual
dimasukkan juga dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang
menyatakan :

(1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatanya
berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu)
tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna
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jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan
yang diperjanjikan.

{2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertanggung
jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila
pelaku usaha tersebut ;

a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang
dan/atau fasilitas perbaikan;

b, tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan dan/atau
garansi yang diperjanjikan.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen mengatur kewajiban pelaku usaha (produsen) untuk menyediakan suku
cadang dan fasilitas purna jual bagi produk yang pemakainya berkepanjangan
seperti produk elektronik. Jika produsen tidak menyediakan suku cadang dan
fasilitas purna jual dan terjadi kerugian yang ditimbulkan akibat hal tersebut maka
pelaku usaha berkewajiban atas kerugian yang diderita oleh konsumen, dan
bentuk pertanggungjawaban administratif yang dapat dituntut konsumen dari
produsen selaku pelaku usaha diatur di dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, vaitu pembayaran ganti kerugian
paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus Jjuta rupiah). Pasal 27 huruf e
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
memberikan batas waktu kadaluarsa untuk melakukan penuntutan atau gugatan
vaitu selan:a 4 tahun sejak barang dibeli atau setelah lewat masa garansi,

Dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku
usaha yaitu tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang
dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku. Dari bunyi Pasal 8 Ayat (1) huruf j dapat disimpulkan bahwa semua
barang yang beredar di pasar wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan
dalam bahasa Indonesia. Hal ini dilakukan Supaya konsumen (pembeli) dapat
mengetahui cara pemakaian barang yang mereka beli. Apabila pelaku usaha tidak
mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa
Indonesia (lihat lampiran 3 halaman 68), maka akan dikenakan sanksi sesuai yang

diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
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Perlindungan Konsumen yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 35
(lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000.00 (dua miliar
rupiah).

Produk elektronika yang diwajibkan dilengkapi dengan petunjuk
penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia menurut
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor :
547T/MPP/Kep/7/2002 Tentang Pedoman Pendaftaran Petunjuk Penggunaan
(Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk
Teknologi Informasi dan Elektronika (lampiran | halaman 53) adalah :

L. radio cassette/mini compo;
2. alat perekam atau reproduksi gambar dan suara (VCD, DVD. VCR
Player);
pesawal televisi;
printer;
monitor computer;
lemari es/refrigerator;
mesin pengatur suhu udara (AC);

mesin cuci:

W R ST N A e

kompor gas;
10. pompa air listrik untuk rumah tangga;
L. microwave oven;
12. kalkulator;
13. telepon seluler:
I4. pemanas nasi:
13, piano tegak elektrik:
16. piano besar elektrik:
17. organ keyboard elektrik.

Ketujuh belas produk tersebut wajib dilengkapi petunjuk penggunaan
(manual) dalam bahasa Indonesia, baik produk yang berasal dari dalam negeri
maupun produk yang berasal dari luar negeri. Petunjuk penggunaan {manual})
tersebut sekurang-kurangnya wajib memuat informasi tentang petunjuk operasi

penggunaan, petujuk perbaikan/pemeliharaan, spesifikasi produk (berdasarkan
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pusal 5 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
Nomor : 547/MPP/Kep/7/2002 (lampiran 1 halaman 46) ).

Disamping wajib dilengkapi petunjuk penggunan (manual) dalam bahasa
Indonesia, ketujuh belas jenis produk tersebut juga wajib dilengkapi kartu
Jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia. Kartu jaminan/garansi itu seki rang-
kurangnya. berlaku 1 (satu) tahun, yang antara lain wajib memuat informas
sekurang-kurangnya bisya perbaikan gratis selama masa garansi dan jaminan
ketersediaan suku cadang (berdasarkan Pasal 7 Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 547/MPP/Kep/7/2002 (lampiran |
halaman 46) ).

Bagi produsen atau pelaku usaha yang diwajibkan petunjuk penggunaan
(manual) dalam bahasa Indonesia, jika tidak memenuhi kewajibannya maka akan
dikenakan sanksi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat
(2) serta Pasal 22 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik
Indonesiu Nomor ; 347/MPP/Kep/7/2002 (lampiran 1 halaman 50) berupa
pembekuan izin usaha sampai dengan ditetapkan Keputusan Badan Peradilan dan
dikenakan sunksi sesuai dengan ketentuan sanksi pidana sebagaimana tercantum
dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen serta sanksi tambahan berupa pembayaran ganti rugi dan
pencabutan izin usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 huruf ¢ dan f
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  Perlindungan Konsumen,
pencabutan izin usaha ini dilakukan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan
izin usaha.

Bagi produsen atau pelaku usaha yang diwajibkan karty Jjaminan/garansi
dalam bahasa Indonesia, jika tidak memenuhi kewajibannys maka akun dikenakan
sanksi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (3) serta
Pasal 23 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
Nomor : 547/MPP/Kep/7/2002 (lampiran 1 halaman 50 dan halaman 51) berupa
pembekuan izin usahg sampai dengan Keputusan Badan Penyclesaian Sengketa
Konsumen dilakukan oleh produsen atau pelaku usaha dan dikenakan sanksi
administratif sebagaimana yang lercantum dalam Pasal 60 Ayat (2) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
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Pembekuan dan pencabutan izin usaha yang dimaksud adalah -

Izin Usaha Industri (1UI), atau Tanda Daftar Industri (TDI):

b. Angka Pengenal Importir (API) atau Angka Pegenal Importir Terbatas
(APIT) bagi Importir dan Nomor Pengenal Importir Khusus (1VPIK)
khisns  bagi  produk teknologi informasi atau elektronika yang
dipersyaratkan mempunyai NPIK;

¢. Surat [zin Usaha Prdagangan (SIUP).

Dengan adanya sanksi tersebut diharapkan perlindungan konsumen terhadap
produk elektronik tanpa petunjuk penggunaan (manual) dan katu jaminan/garansi
dalam bahasa Indonesia dapat terwujud, dan pelaku usaha mempunyai kesadaran
untuk mencantumkan petunjuk penggunaan (manual) dan kartu Jaminan/garansi
dalam bahasa Indonesia.

Demi melindungi kepentingan konsumen, pemerintah membentuk tim
pemeriksa yang bekerja sama dengan asosiasi pelaku usaha terkait dan lembaga
perlindungan konsumen swadaya masyarakat, serta masyarakat konsumen pada
umumnya. Felaku usaha yang menurut tim pemeriksa ini melakukan pelanggaran,

maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan penjelasan yang diuraikan di atas.

3.3 Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Konsumen Apabila Tidak
Ada Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi ying
Berbahasa Indonesia

Upaya hukum menurut penulis adalah suatu upaya untuk mendapatkan
perlindungan hukum atas suatu tindakan yang dilakukan oleh orang lain yang
merugikan, Upaya hukum disini vang dimaksud adalah upaya hukum yang dapat
dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha atau produsen
terutama produsen produk elektronik.

Apabila terdapat konsumen produk elektronik yang merasa dirugikan oleh
pelaku usaha, konsumen terschut dapat melapor dan mengadukannya kepada
pemerintah dan dapat juga mengadukannya kepada Lembaga Perlindungan
Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Lembaga Perlindungan Konsumen
Swadaya Masyarakat atau yang disebut dengan LPKSM menurut Pasal | Angka

(9) Undang-Undang Nomor § Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
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adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang
mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen,

Dalarn  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) ini
diatur dalam Pasal 44 Bab IX Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen
Swadaya Masyarakat. Dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebutkan tugas dari Lembaga
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) meliputi kegiatan :

a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak
dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam mengkonsumsi barang
dan atau jasa,

Penyebaran informasi yang dilakukan oleh LPKSM ini, meliputi

penyebarluasan berbagai pengetahuan mengenai perlindungan konsumen

termasuk peraturan perundang-undangan vang berkaitan dengan masalah
perlindungan konsumen (berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah

Nomor 59 Tahun 2001 ).

b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan,

Pemberian nasihat kepada konsumen yang memerlukan dilakukan oleh

L.LPKSM secara lisan atan tertulis agar konsumen dapat melakukan hak dan

kewajibannya (berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 59

Tahun 2001)

c. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan
perlindungan konsumen.

Pelaksanaan kerjasama LPKSM dengan instansi terkait meliputi

pertukaran informasi mengenai perlindungan konsumen, pengawasan atas

barang dan/atau jasa vyang beredar, dan penyuluhan serta pendidikan
konsumen (berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun

2001).

d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya,

Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM

dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu
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memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun
kelompok (berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun
2001).

Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap

o

pelaksanaan perlindungan konsumen.

Pengawasan perlindungan konsumen yang dilakukan oleh LPKSM
dilakukan bersama pemerintah dan masyarakat atas barang danfatau jasa
vang beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei

(berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Jjuga menentukan pembentukan badan-badan khusus dibidang perlindungan
konsumen. Ada 2 (dua) badan khusus pemerintah yang dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu Badan Perlindungan Konsumen
Nasional (BPKN) dan Badan Penyeleseaian Sengketa Konsumen (BPSK). Badan
Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menurut Pasal 1 Angka (12) Undang-
Undang Nomor 8§ Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah badan
yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsmen.
Adapun fungsi dari Badon Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN}
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu memberikan saran dan pertimbangan
kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlidungan konsumen di
Indonesia. Dalam pasal ini pemerintah juga mengakui bahwa :
l. tugas untuk mengembangkan perlindungan konsumen adalah tanggung
jawab pemerintah
2. pemerintah dipandang tidak cukup mampu (sanggup) untuk melaksanakan
sendiri tugas tersebut, oleh karena itu perlu dilibatkan unsur ~unsur non-

pemerintah.

Menurut Janus Sidabalok (2006 : 189) Badan Perlindungan Konsumen
Nasional (BPKN) ini dimaksudkan, untuk mengembangkan upaya perlindungan

kepada konsumen melalui pengkajian dan penelusuran terhadap masalah-masalah
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perlindungan konsumen mencari upaya-upaya dan alternatif-alternatif usaha untuk
mempetinggi perlindungan hukum terhadap konsumen.

Badan Penvelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menurul Pasal 1 Angka
(11) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku
usaha dan konsumen. Adapun tugas dan wewenang dari Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaiaman tercantum dalam Pasal 52 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 3
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomaor
350/MPP/Kep/12/2001 meliputi :

a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumer.
dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

b. memberikan konsultasi pelindungan konsumen;

¢. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;

d. melaporkan kepada penyidik umum, apabila terjadi pelanggaran
ketententuan dalam undang-undang ini;

e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dai
konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan
konsumen;

f. melakukan penelitan dan pemerikasaan sengketa perlindungan
konsumen;

g. memanggil pelaku wusaha yang diduga tclah  melakukan
pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap
orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-
Undang ini;

i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha,
saksi, saksi ahli, atau setiap orang scbagaimana dimaksud pada
huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan
badan penyelesaian sengketa konsumen;

j-  mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat
bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;

K. mmutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di
pihak konsumen;

l.  memberitahukan putusan kepada pelaku usaha vang melakukan
pelanggaran tehadap perlindungan konsumen;

m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usah yang
melanggar ketentuan Undang-Undang ini.
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Sedanghan yang dimaksud dengan konsiliasi, mediasi, dan arbitrase disini
menurut Pesal 1 Angka (9), Angka (10) dan Angka (11) Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor
350/MPP/Kep/12/2001. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen
di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK untuk memperternukan para pihak
yang bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Dan
mediasi adalah proses penyelesaian segketa konsumen di luar pengadilan dengan
perantaraan BPSK sebagai penasehat dan penyelesaiannya diserahakn kepada para
pihak. Sedangkan arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar
pengadilanyang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan
sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK.

Menurut N H T Siahaan (2005:266) antara BPKN dan BPSK terdapal tugas
dan fungsi yang brbeda. BPKN merupakan institusi yang bersifat kebijakan
(policy agency) di dalam mengembangkan aspek-aspek perlidungan konsumen
secara baik di tingkat nasional. Titik berat badan ini adalah memberikan saran.
rekomendasi, usul-usul konkret dan masukan-masukan lain kepada pemeritah
untuk perbaikan kebijaksanaan perlindungan konsumen secara baik kedepan
nantinya. Sementara itu BPSK, (tugas utamany:n adalah schagai lembaga
penyelesaian perkara atau sengketa konsumen. Institusi ini bersifut ligitatif
(ligitatif agency) yang hampir sama dengan tugas-tugas peradilan. Oleh karena

itu, badan ini disebut sebagai quasi badan peradilan.
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Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan

4.1 Kesimpulan

sebagai berikut:

I. Dalam pedoman pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu
Jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia sudah discbutkan secara jelas dan
rinci yaitu dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Republik Indonesia Nomor : 547/MPP/Kep/7/2602 tentang Pedoman
Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi
dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Teknologi Informasi dan
Elektronika. Dimana di dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 547/MPP/Kep/7/2002 tersebut,
bagi pelaku usaha elektronika yang diwajibkan mendafiarkan petunjuk
penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansinva harus mendaftarkan
kepada Bupati/Walikota setempat. Pendaftaran ini dapat diajukan secara
langsung, jasa pos, jasa pengiriman lainnya  atau melalui  saluran
komunikasi data elektronik (on line).

2. Sebagaimana diketahui jika produk clektronik yang pelunjuk penggunaan
(manual) dan kartu jaminan/garansinya tidek berbahasa Indonesia atau
berbahasa asing, maka ada pihak yang merasa dirugikan jika pihak
tersebut tidak bisa menterjemahkan bahasa asing tersebut, dan pihak
tersebut adalah konsumen atau pembeli. Maka untuk melindungi
kepentingan konsumen tersebut diperlukan suaw pengawasan terhadap
barang/produk elektronik yang beredar di pasur. Jika dalam pengawasan
tersebul diketemukan produk elekironik yang  diwajibkan petunjuk
penggunaan (manual) dan Kartu Jjaminan/garansinya  dalam  bahasa
[ndonesia tidak mencantumkan bahasa Indonesia, Maka poduszen atau
importir dikenakan sanksi berupa pembekuan izin usaha.

3. Jika konsumen telah membeli produk clektronik  yang petunjuk

penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansinya tidak berbahasa

39
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Indonesia, padahal produk tersebut wajib dilengkapi dengan petunjuk
penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia.
Dan akibatnya produk elektronik tersebut mengalami kerusakan akibat
salah pemakaian/penggunannya, maka konsumen dapat melaporkan atau
mengadukan  kejadian  tersebut pada  pemerintah  dan  Lembaga
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LIPKSM). Serta konsumen
juga dapat mengadukan kejadian terscbut pada Badan Perlindungan
Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK).

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraiakan sebelumnya, maka

penyusun dapat memberikan saran sebagai berikut ;

i

Hendaknya pelaku usaha atau produsen barang/produk  clektronik yang
diwajibkan mendaflarkan petunjuk penggunaan (manual) dan kartu
jaminan/garansinya dalam bahasa Indonesia, mendaftarkan petunjuk
penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansinya. Agar konsumen atau
pembeli tidak salah menggunakan produk elekironik tersebut dan jika ada
kerusakan konsumen mengetahui apakah produk tersebut masih dalam
masa garansi dar kerusakan tersebut terdapat dalam kartu Jaminan/garansi.
Dalam pengawasan tersebut, pemerintah harus bertindak tegas terhadap
pelaku usaha atau produsen yang nakal dan mensosialisasikan Kepulusan
tersebut kepada pelaku usaha atau produsen dan konsumen, sehingga tidak
ada lagi pelaku usaha atau produsen elektronik yang petunjuk pengeunaan
(manual) dan Kartu jaminan/garansinya tidak dilengkapi dengan bahasa
Indonesia. Dengan demikian perlindungan Konsumen elektronik dengan
petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dapat terwujud.

Instansi atau institusi yang menerima laporan  atau  pengaduan  dari
konsumen seperti LPKSM, hendaknya benar-benar membantu konsumen
dan tidak hanya menampung Keluhan-keluhan konsumen. Tetapi juga

membantu menyelesaikan permasalashan yang dihadapi oleh konsumen.
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LAMPIRAN 1

masydiakal yang juga asan Lerpangaruh pula dalam menmgkatkas Pendapatan
Asii Dazrah (PAD). : 3 ;

Skhar kala semoga dengan  lelah Cilaksanakznaya  Kepulussn
__.“_._n:nnﬂ._.._num ini, pelaksanaan pengawisan barang leknologi Infarmasi dan
Eleklronika yang beredsr di pasar dapat berjalan bak dan lancar sera membar
manfaatl pemberdayaan yang optimal bagi konsumen.

Sekian selamat berygas

Jakarta, Scplember 2003

Mara Panganiar UU-Pe

Menteri Perindustrian dan Perdagingan Republik Indonesia
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESLA

NOMOR : S47/M_P/Kep/7/1002

TENTANG

FEDOMAN PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN ( MANUAL) DAN
KARTU JAMINAN/ GARANSI DALAM BAHASA INDONESLA DAGI PRODUK

Menimbang

TEKNOLOGI INFORMASI DAN ELEKTRONINA
MENTERI EERINDUSTRIAN DAN FERDAGANGAN

- REFUBLIK INDONESIA

1, bahwa produk teknologi informasi dan elekuroniks yang

beredar dan diperdagangkan di dalam negeri banyak yang
tidak dilenglapi dengan Pemunjuk Penggunaan (Masuzl) dan
Karu JaminaniGaransi dalam Bahasa f[noonefts sehingos
merugikan koasumen maupun perkembangan indusiri yany

- bersanglustan;

. bahwa dalam rangks mencipirksn seriindungan konsuaen
dan permaingan usaha industri yang semakin sehat di dalam.

negeri, yang pada akhirmya diharapkan akan mendosrong
perkembangan ekonomi masional yang didukung dengan
umbuhnys indusri yang kual, perbu menciaplan kewjiban

bagi produk teknologi informas den  eleltronika uniui -

dilenglapi dengan Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kan
Jamiran/Garensi dalam Batas Indonesia;

. bahwa datam rangks pelaksansan Pasal 2 ayat (4) hunct |

Perupran  Pemerimtah Momor 25 Tahon 2000 tentang
Kewenangan Pomeriniah dan Pemerintah Propinsi dar gune
peninglatan  pengawasan  as  kelenphkapan  Pemmjuk
Penggupaan (Aamal ) dan Kamu Jaminan/Garansi dalam
balusa Indoncsia pada produk icknologl informasi dan
elelaronika, perlu mengatur. kembali ketemuan mengena
pendafieran  Pewnjuk Penggunaan (Mapual) dan Kamu
Jaminan/Garansi dalam: Bahasa Indoncsia bagi produk
elukironika; |

2, bahwey unuk ity per dikefuariai, Keputusan  adenden

Perindusirian dan Perdagangas,
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fud

ozt Mowicn Berinduyarios dus
Pendaganzn il
Nows ! S4T/MPP/Xep/ /200

Undang-undang Momor 5 Tahun 1984 tentang Ferindustrian
{Lembaran Megara Bl Tahun 1984 Momor 23, Tambahan
Lembaran Negara A1 Momor 3274),

Unding-undang Momor 10 Tahun 1999 tentang Kepabean
[Lembaran Megara BRI Tabua 1995 Nomar 75, Tambahan
Lembaran Megars ki, Momor 3612);

Undang-undang Momor 5 Tahun |99F temang Larangan
Prakiek: Monopoli dan Persaingan Usaha ! Tidak Seha
[Lembaran Megara BRI Tahun 1999 Nomor 33,- Tambahas
Lembaran Negara RI Momor 3817);

Undang-endang Momor & Tahun 1959 _.mu.r_rm Perfindungan
Konsumen (Lembaran Megara BRI Tahun 1959 Momer 43,
Tambihan Lembasan Negara Rl Nomor 3521,

Undang-undang Momor 22 Tahun 1999 tentang Pemerinuah
Daerah  (Lembaran Megara R Tahuh 1999 Momor 60,
Tambahan Lembaran Negara £ Womor 383%),

Undanz-undang Momor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Kemangan Anrara Pemerintzh Pusat Dan Dwerah (Lembaran
hiegara kI Tahun 1999 Womor 72, Tambahan Lembaran
Megara Bu Mamor 3845,

Petaturan Pemerintah Momor 17 Tahun 966 tentang
Eewensngsn Pengaturan, Pembinaan Dan Pengermbingan
Industrs  { Lembaran MNegarm BI Talun 1986 Nomor, 23,
Tambahi. Lembaran Wegara BRI Nomor. 3330];

Perauran Pemerintah MWomor 25 Tahun 2007 rensang
Kewenangan Pemeriniah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai
Coctali Qienami (Lembaran Negara BT Tahun 2000 Nomor
54, Tambahan Lembaran Megar BRI Mamoe, 31952

Persturan  Pamerintah Momar 38 Tahun 2001 tentang
Pembinaan Dian Pengawaszan Penyelenpgarsan Peclindungan
Kensumen (Lembaran Megara BRI Tahun 2001 Momaor 103,
Tambzhan Lembaran Megara RJ Momor. 41261

Prleacabis

Menetapkan

10, Keputusan Fresiden Republik Indasesia Momar 22884 Tahun
2001 reatang Pembentukan Kabine: Goisng Rovong,

- Keputusan Fresiden Republik Indonesin Momar 102 Tahen
2001 temang Kedudukaa, Tumas, Fuagsi, Kewenansan,
Susunan Organisasi Dan Tz Kera Depanemsn:

12 Keputusan Presicen Republik Tndanesiz  Momar 109 Takien
007 emang  Lnic Organisasi Den Tugas Eselon |
Diepariemen |

13, Keputusan Menterl Perindusiian dan Perdagangan MNomer

TAMPPHep3/200] 1emang Pedoman Sunder Pelayzaan

Minimal (SPPM) Bidsag Perindustrizn Dan Perdagangan
detagaimans  telabh diwbah  deagan  Keputusan  Menerd
Perindusigan dan Perdaganieas Nomor 2E1MPP K en 82001,

|4 Keputwsan Menieri Perindusirian dan Perdigangan Memar
S6MPPKepS/2001 tentzng Crosnisasi Dan Tata Kerja
Deparnemen Perindustrizn Dan Perdagangan

MEMUTUSKAN

I, Kepulusan Mentcri Perindustsian dan Perdagancan Nomaor
COLMPR/Eep/ VIS99 tentang  Pewnijuk Penggunaan
(Manusl)  Dan Kare Jaminen'Garansi Dalam Bahaga
Indonesia Bagi Produk Elektronike;

i

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Momor
TP P/ Eep/ 172000 tentang Tata Cara Pendafiaran Peiunjuk
Pengouman (Maaual) M3 Kartu Jaminan! Gerans Dalam
Bahasz lndonesla Bagi Produk Elektronica

! FEEPUTUSAN MENTER] mmm.ﬁz.b LSTRIAMN DAM

FERDAGANGAN TENTANG FEDOMAN PENDAFTARAN
FETUNIURE. PENGGIMNAAN (MANUAL) DAN  KARTU
JAMINANS GARANS] DAL AM BAHASA INDOMESIA BAGI
PRODUR TENMOLSS (INFORMAS] DAN ELEKTRONIK A
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BAB I
KETENTUAN ULIUM

Paszal 1

Dizlam Kepututan ing yang dimaksud dengan

I. Produk ieknowogl inforiiesi din elaobiuas yang bereZar, &
patar adalah produk teknolegi informasi dan elektronika yang
ditawarkan, diprorasikan, fiklartan, diperdagangken untuk
digunakan atau dimanfaatcan oleh konsumen yang berada di
wilayah Republik Indonesia baik yang beresal dan procuk
dalam neferi maupun impor,

1 _Em.nq.p.m-_um_ kegiatan memasukkan barsng ke dalam Daerah

Pabean Indonesia

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesa vang

meliputi wilayah darat, peraitan dan ruang udara di srasnya

serta lempal-temipal terlentu & fona ekooomi eksklusil dan'

landas kontinen yang didalamnya berlalu Undaog-undang

Momor 10 Tahun 1995 temang Kepabeanan.

Impoctic adalab perusahasn yang melakulan impor .Edn_._h

ieknoleai informasi dan elzktronika.

5. Produsen adalah perusahaan yang membuat presuk teknolagi
e dan elekironika didalam negeri

6. Proouk reknoiogl informasi dan elektroniks dalim negari,
yang sslanjuinya disebut produk dalan: negen adalsh produk
1eknolopi informasi dan elekrronika yang dibuat di dalzm
nepess, :

7. Proouk teknolom informaz dan zlsktromka ‘mpor, yang
selapjuinya disebue produk impor adalak prodh teknologi
informasi dan elektronika vang dimasukkan kedalam Dzesah
Pabean H_._m_uahumn..

b, Pelaku llcgha adalab selizp orang persearengan atau badan

usana, baik yeag berbentuk bal-n hwicoi mawpes huken

badan hukum yang didicikan dan  berkedudukan miau
melakukzn kegiatzn dalem wilayah huium negare Republik

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama  melalui

perjanfian menyelenggarakan kegizsan usaha dalam berbagal

bidang ekonami

=)

o

Eapu
a

Pridpz
i |

e Pumbisinain & ym

LT TIPS Kap T A2002

9 Pewunjuk Fengaunaza ._n.._.,_.___P_._..._.u:
i adilah jueke

mengeunaka | = % .-.._ﬂ._._n_... ‘dra

n—n—n_”.m_....mnn..rn. ik teknolog ___._.ﬁn_ﬂ._._._...—. dan  atau

1o __P.zt. Jaminan/Garansi adalah famy YANE  menvaigk
tertedianyd pelayanan puma jual dan sukn cadang | E_
tekrolog informasi dan eleknrmnika ooty

Ve Pendafiaran adstah  kewiatan sk unjul
Penzgunaan {helanual) .nuw Elartu Jnﬂn_ﬂﬂueﬁuﬂ._unhﬁ_ucr
Bahasa Indonesia bagi produk teknalogt snformasi ..._p_.u_
n_n.n:_u.._"_..u pada insransi yang berwenang, :

(] _..._,.munu pendafiaren adalah tands pendzfaran  Pewnjul
.m.“Hmm_.nﬂp“ H.I.t._:nc dan Kanu JamiranGaransi dalsm
452 Indonesia bagi produk tekn i :
e produk teknolopi  nformast dan
15, Menteri adalah Menter] Perind
: ] =rindusitian dan Perdagan
Rl bh Tt N Perdagangan

BAB T

MAKSUD DAN TUIUAN PENDAFTARAY PETUNILK
: PENGGUNAAN (MANUAL) DAX KARTU
JARINANIGARANS] DALAM BAHASA INDONESLA BA]
FRCOUK TEKNG LOGI INFORMNAST DAN ’
ELEKTRONDC,

Pasal 2

ﬂtﬁnq. pendaftaran Petunjuk Pengounasn (Mansal) dan Karny
..rm._.__.am_..._mm?ﬂ, dalam Bahasa [ndonesia bagi produk teknaleg
miarmei dan elekironiks adalah untuk membesiier Fetlindun umq
kensumen dan produssn produk teknologi informas Mm.:

Pdzal 3

M._..__numm....w Pelunjuk Penpgunasn (Manual) dan Karty Taminan/
2ransl dalam Bahess [ndonesia bagi produk seknalog infzrnas:
can elekironike berujuan uniuk - o

o
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sepeie Manien Porediifva du
Fanbagaugo -
Nusar 1 GATSVPPS Ken/ T/ 1002

a  mencipiakan dan meningkatken poisaingan usaha yang seha: di

bidang produk teknologi informes: dan elelaronika;

b. meningkatkan produksi .”nF..doun_ﬂ.. informasi dan elekirenika

dalam neceri; "
membesikan pzriindungan kepada konjumen pemilik produi

Ieknoiogi infarnasi dan elektronika.

BAB I

PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL)
DALAM BAHASA INDONESLA

Pasal 4
{1} Seniap produk tsknologi informasi dan ate =lekironika yani
beredar di pazar wajib  dilengkapi  dengan  Petunjuk
Pensaunsan (Manual) dalam Babasa Indonesia,
{3} Kewajiban delam Bahasa Indznesis sebagaizans &nﬁ_ﬁ...a
dalem ayal (1) dapa dizambah dengan berbagai bahass esing
sevum keburuban,

Paral 5
Pewunjuk Penpgunaan (Manual) sebagaimans dimaksud dalam
Pasal % ayal (1) seburang-kurangrye harus memusr informadi
mengenai
® petunjuk operasi penggEunLan,
b, petunjuk perbzikan/pemelibaraan;
c.  spesifikas: produl,

Fam il B e TN SR

Azpdiiming

S m_s.._h...,.ua“.__ﬁn_u__,.._h._m_vn_u

BAR TV
HARTU JAMINAN/GARANSI
DALAM BAHASA ONDONESLA

Pagal &

{1} Seviap produk reknoloei infhrmesi dan asay eleimnike varg
becedar * i pasar  wajib  dilenokapi  denizr  Eamo
JaminanGaransi dalam Bahasa iadonesiz

{2}. Xewajiban dalam Bzhasa Indonesia sebagaimana dimakssd
dalam eyat (1) depa: ditambah dengen behas asing sesuei
kebistuhan.

(3} Karu Jaminan/Garansi sebagaimana dimaksed dalam ayat
(1] berlaku seeurang-kurangnya 1 {saiu) tahun

Pasal 7

Eamu JaminanfGaransi sebegsimana dimaksud celom Fasal 6
sekurang-kuranznya hanus memuat keenan mengenai |

i _“_.Sa prrbailan gratis selams masa garansi:
b jaminan ketersediaan suky cadang

Pasal &

Produl; teknalog infermasi dan atau elekironika yaag diwajibkan
c,nEr. cilenghap! deagan Peiunjuk Pengounsen (Manualy dan
Kary Juninan/Garansi sebrgaimans dimeksud dalam Pasal & ayel
(1} dan Pasal & ayar (13 daa ayai (7) ade'sh sebagaime=: tercantum
pada. Lampiran | Keputusan ini
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e At 1..:..."_...“____._._..:_: ot
- Perlsgaigan B
Mestiod ;- 54 T/MPE/ Xep /7 /2002

mn\r._“_. v
PENDAFTARAN

Baglan Pertama

Umum

Pazal ¥

{1} Pelugjuk Penggunaan (Manual) sebagaimana dimaksud dalam

Pesal 4 ayar {1} dan Kanw JaminanGaransi sebagaimana
timakaid dalam Pasal & ayat (1) den eyat {3) dickripsi dan
benuknya wajib didaflarkan pads Bupmi®Walikots gstempa:
dzn tembusannyz disampaikan kepada Dirckour Jenderal
Perdagangan Dalam Megeri ¢q. Direkiur Bina Fengawasan
Barang Beredar dan Jasa dan khusus bagi produk dalam negeri
disampaikan uga kepada Ddrelaur Jenderal Industn Locam
tesin Elebironika dan  Aneka eq. Direlaur Indisstr Teknologi
Informesi dan Elelaronika,

2}  Setizp perubahan merck, jznis dan atau tipe produk pada
Pelunjuk Penggunzan (Mamaal) dan Kare Jaminan/Garans
yang telah didaflarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
wajib didaftarkan kembali pada Bupatv'Walikors setempat dan
remblusannys  disampaiesa  kepads  Direktur  Jenderal
Ferdigangan talam Megen of. Direlur Bina Peayasazan
Barang Heredar dan Jasa dan hhusws bagy preduk dalam neyeri
disampaikan juga kepada Direktur Jendéral Industn Logam
Mesin Elelnronika dan Aneka e, Direkr Industd Tetnologi
[aformasi dan Elebtronka

Fasal 10

Pendafiaran  Pewnjuk  Pengounasn -(Masues; dan  Kamu
Jaminan/Giarangi sebagaimana dimakfed dalam Pazal % ayat (1)
delakiskan elels Frodusen atau Importir yang berfanglootan ataw dapat
meelafui Asosizsi terkain,

Kot b
Aerdagangn B
Numor SUT PR el

Faszal 11

: (1) Bupati™Walikota wajib menertitkan Tanda Pendaftaran Lepada

produsen aau imgonic produk sebagaimana dimaksud dalam
Pasal & yang perdaftarannya memenubl persvarzizn yenp
ditentukzn,

12) rada .ande Pendattaran sehagaimana dimaksud dalam avzr(l)
wajin dibert nomor dan diczntumkan kode wilayzh daenah
masing-masing  sesual dengen  kode wilayah sebapsimany
dimaksue calam Lamipiran [1 Keputusan ni.

Fasal 12

(13 Produsen atan Importiv yang telah memiliki Tanda Pendafiaran
sebagaimana dimaksud dadam Pasal 1] ayac (1] wajib
mencantemian Momor Tanda Pendafisran pads Feiunjuk
renggunadn (Manual) dan Kamu Jaminan@Garans produk
teknologi informasi dan atau elesironika yane bersznpiutan.

13) Tandz Fendafizran mnu..mpmﬂu.au dimaksud dalam aver (i)
berleku di seluruh wilayah Indonesia.

(3) *Tanda Pendaftaran cebagaimana dimaksed dalam ayar (1)
berlalny selama Produsen amau [mportis yang bersangouian
melakukan kegiaian usaha dan tidalt melzkukan perubanan
terhacap merek, jenis dan atau tipe produk tekaolegi informas
dan atau elektroniks yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Taia Cara Pendaltaran

Fasal 13

(1} Permohonan Tands Pendaftaran diagjukan kepad: Bupaid!
Welikota smempar dan tembutnnys disampaiken kepada
Direlrur Dina Pengawasan Barang Beredar dam Jasz, dan
khusus bagi produk dalam negeri disempaikan jume kegads
Direkciur Indusir Teknologi Informasi dan Elckiranika
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(2

3]

(4

p=

Woeristngam Mlner Bernmluseroes G

Fentegingm HI
e 2 547 FWPP S Kep/ T/ 2002

Permohonan  Tands  Pendafaran tebagaimana  dimaksod
dalam ayat (1) dapas dilakukan aleh ;

1, Produsen yang bersanghutan afau melslui Asosiasi teriat
bagi produk dalam negeri;

b linpontis yang bersanglostan atau melalui Asesiasi terkait
bagi produk impar,

Fermohorsn  Tande Pepdafaran mnfma_ﬂ...un dimalgud

dalar ayat (1) dapat diajukzn melalui ;

2, zecasa langiung |

b. jasa pos;

. jasa pengiriman lannys atau ;

d. meiijui saluran komunikasi dasa elekzronik {on line),

Keientuan dan taia eaca pendaflaran melalui  saluren

kammunikasi darz elekiranik (on line) sebagrimana dimaksud”

Calam ayat (3] heruf' d diterapkan oleh Bupati / Walikora yang
bersangkutan,

Fasal 14

Permohonan sebegsimana dimaksud dalam Pesal 13 ap (1)
menggunskan Formulir Model MG-] deagan melamoickan ;

a
b

=1

[sizn Formulir PepdsParan Model MG-2;

Copy Surat Izin Ussha Indusis (TUTyTands Daftar [ndusin
(T bagi Produsen;

Copy Surat Iin Usaha Perdagangan (STUP) ¢an Angka
Pengenal fmpar (AP) atau Angka Pengenal Importie Tarbaas
[APIT) bagi Impenir, dan Momor Pengenl Imporir Khusus
(MPIK) khusus bagi produle teknologi informasi dan atau
elekircrika yang dipersyarstiean mempunyal NPIK:

Copy NPWP; ] i

Surai Pemyataan Jeminan Peiayanan Puma Jusl Zen
tersedianyd Suku Cadang bermateral;

Contoh  Pewnjuk - Penggunaan (Manual) dalem Bahasa
Indonesia yang  sekurang-kurangnya  memuar  informasi
renrang

'} pewnjk operasi penggunaan;

1)  petunjuk perbaikanfpemelibaraan: -

3) spesiiikasi peaduic

m

[

13

Kupmmuan Menve Perinduiiian wan
Fenbipmynn [if
Ml ; m..u_u_____fm_.m..___.ﬁ.wﬂ.___..__..__.wn__um

Contoh Karlu laminantCaransi dalam Babasa Indonesia yang
teburang-kurzngnya memusr informasi tenizng -

1} Bidya perbaikan gratis selame masa garansi:

2} jaminan kerersedisan Sula Cadang,

T masa bedalu fakurrag-leasang =y gan fahie

Pasal 15

Selambat-lambataya 7 (juh) hari kerja sejak diterimanya
permohonan sehigaimana dimaksud dalam Passl [4 seczry
lengiap dan benar, BupariWalikor yang bersanpkutan
menerbitkan Tanda Cendafaran Jan memyampaikznnya
kepada Pemohan yang befsanghutan dengan meEngguikan
Formulie Mod=l MG [1) dan MG (2} sera Mmasing-masiny
tembusanaya disampailen kepads Direktur Bing Pengawasan
Barang Beredar dan Jass, can Kepala Pugar Dae dan
Informasi Cepaniemen Perindusiman dan Perdessnoan serta
Liwisus bagi produk dalam neger disampaikan jugs kepadz
Direkrur Industri Teknelogi Informasi dan Elelamomia

Hagil. Permohonan yang befum lepkap ‘dan oenar selsmbs:.
lzmbataya 7 (1:iah) hari kerja sejal: diterima permohonan,
Bupati™alikeis yang bersanghutan mengeluarckan Surn
Perminiaan Kelengkapan Dara kepads  Pemohon dengan
mengsunaian  Formulic Model MG-3 dan tembarsannys
disampaikan kepada Direkrur Bina Pengawasan Barang
Beredar den Jasa dan khusus bagi produk dalam iegeri
disampaikan juga kepada Direkmur Indusiri Telaoiogi
[nformasi dan Elektroniks,

Apatile dalam waks: 12 fia belagh hagi Eoja zetelah
dikeluarkan Surar Permintasn Kelengkapan Dara sebagaimans
dimaksud dalam ayes (3} Pemohon tidak melengkapi datanye,
Bupati™alikata ¥ang  bersanghutan, menerbickan  Sprar
Pernlakan  Permobonan dencan  menggunakan  Formulir
Model MG-6 dan tembusannya dizempeikan kepada Dirsiaur
Bint Pengawzsan Barang Bersdar dan Jasa dan khusus bag
Produk defam negeri dissmpaikan uga kepada Direkiur
Indusiri Teknologs [nformasi dan Elektronika.
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B T T TTRR S P T et R
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oo S41MET Kepy 71002

Bagian Ketiga

Pepubalinn

Pagal 18

(1} Setiap perubzhan/perambaban mesek  jenis dan s
madelltipe preduk (eknologl informasi dan arau elelaronia
vang mengekibatkan perubshan peds Tanda Pesdafiran
Pewnjuk  Peageunaan  (Maneal)  dam ataw Earsy
Jaminan/Greransi, sebelum dipasarkar wajib didaflar kembali
kerada Bupaii®Valikow yang bersanghuian denpan tembusan
disempaikan kepads Direktur Binz Pengawaian Barang
Beredar dan Jass dan khusus baci peoduk dalam n=ger]
disampaikan jugz kepada Dickwr  Induud Tewnologi
Informasi dan Elekroniika. -

(21 Selambar-lambatnya 7 heri kerja sejak diserima Pemberitabuan
Perubabian  gebazaimans  dimakmd  dalam ayar (1),
Bupati’Walikois yang bersanglutan telah menerbiikan Surat
Persetuguun/Su ar “u..."_._ﬂ__ﬁp: Perubahan, yang merupakon
bagizn yang tidek terpisahken dari Surat Tanda Pendaftaran
engan  menggunzkan  Foomulic  Model  MGS  dan
tembusannya disampaikan kepada Dirclur Bina Pengawasin
Brtang Beredar dan Jasa dan Fepals Pusat Dars qan
Informesi Diepanemen Perindustrian dan Perdagangan den
khusus bagi produl: dalam negeri disampaikan juga kepada
Diveliur Induserd Teknelogi Informasi dan Eleiaronika,

HAR VI
FENGAWASAN

Pasal 17 -

Pengawasan  jerhedap pelaksanaan  ketantuan sebagaimenn
dimasud dalam Pesal 4 ayer (1) dan Praal & ayat (1} daa (3) atas
produk  teknelogi  informasi  dan  elelaroniks sebagaimana
dimaksd .dalam Pasal & yanp beeedar di pasar, dilakulan gleh
Lirektoc lenderal Perdagangan Dalam Meger: cq Direkrorar Biny
Penpzwasan Berang Beredar dan Jasa,

| R R | 8 ST T Y
Pesttiigomm, {1
Noauor ;547 /MPRS Yep/7/2002

Fazal 13

(13 Apabila dalem peagawasan ditemukan  peoduk teknaigg)
informasi dan stau elelyronike sebagtimand Simaksud dafam
Pasal & yang melangger ketepian febagaimana dimaksyd
Calam Padal 4 ay:z: {19 atay Passl 6 aya: (1) dan aym {3) may
Pasai 3 ayar (1) aran aym (), Direlior Bine Fengawagan
Biarang Beregar an Jass merekomendasikan kepads Direksyis
lenderal sebapsimana dimaksud o 'am Pazl ¥ aiz, i)
derpan wgas dan kewenangannys masing-masing univk dan
335 nama Menied mengeluarkan Surar Pesarsh kepada
pejabat waap berwenang mengeluarkan izia usahz untzk
mengeluarkin Surat Pembekuzan Jzin Deahy,

(2) lzn Lisaha febagaimzna dimzksud dalam ayai {1} berupe

& [mn Ussha Indusr (1) ety Tanda Defiar Indusin
(TD,

b. Angla Pengenz| Impore (APT) acaw Angka Pepgena|
Imporor  teriuias (APIT} capl [mpamer dan Momar
Pencenal Imponir Hhusas (NPIE) dchusus bagi produk

teknolegi informasi atau elekironics yang dipersyaratican
mempamryai NPIE:

€ Sursl lzin Lsaha Perdegangan (SIUF),

{3} Dalam waktu § (lima) hari kezja sejak rekomendasi dilesina,
Direkiur Jenderal yang bersanghutan harus menerhitkan Sy
Petintah schagaimars dimaksud dalam ayst (1) dengan
mengzunakan Formulic Medal MG.7

Pasa| |9

x.n"?.‘_Eu: dan it cara pelaksansan PeAgawazan sebacaimang
dimaksud dalam [Pasal I7 diatur tersendir dengzn Keputusag
bdenien
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Pagal 20

Pelekin usaha  produk teknolegl informasi €an amau
elekironika .nrmmm_ap:. dimaksud dalam Fasal & ying
dremukan melanggar Letenpin sehagzimana  dimaicsud
dalam Pasal 4 apat (1) dan ates Pasal 6 ayat {1) dan (3)
diuekukan izin usahanys

Pembekuan izin usaha sebdgaimana dimaksud dalam ayad
(1) berlaiu sampai dengzn ditetaphas Keputusan Badan
Ferzdilan yang berkelustan tetap bagi pelangger ketentuan
Pzsal 4 avat (1),

Pembeluan ifin usaha sehagaimans dimaksod dalam ayat {1}
berlaky sampai dengan Keputusan Brlan Benyelesaian
Sengketa Kensumen gilaksanakan eleh pelaly usahy bagi
pelanzgar ketemusn Pasal & pyat (1) dzd ()

Pasal 21

Pelebu usahs  produk teknalogi infoemasi dan aau
elekironika sebagaimana dimaskud Pasal & yang melzngoar
ketentuan sebapaimana dimaksud dalam Pasal 9 aya: (1) aiau
zyar {2) dibelukan izin uszhanye,

Pembekuan izin usaha sebaguimana dimaksud avat (1)
perlaky selama & {emam) bulan gejak dikefurrian suras
pembekusn,

Apabila dalam wakto sebagaimana dimaksed dalam ayet (2]
Pelaku uszha yang bersangkutan belum memiliki Tancz
Pendaftaran sebepaimana dimaksud dalam Pazal 13 2yat (1),
izin usahanys dicabur,

(=)

(i

e SAT DR/ Ko7 /2002

[zim usaha sehagaimana dimaksud dalam ayar (3) berupa :

-a, lsin Usihs lodustsi (TUT) arau Tands Dafar Indusid
{TDI);

b, Angkz Pengenal [mportic {AP[} atau Angka Pengenal
Imponic Terbasas (APIT), bag [mpoatic dam Momaor
Pengenal Impomar Khusus (NPIK)  khosus bagt -_qu.u_..__r
Teknoleei  Informasi  den  staw  Elebtropky  warg
dipersyaratkan mempunyai (NPLE),

r. Suran lzin Usaha Perdagangan (STUF).

Pelalsancan pencabuian izin uszha sebapaimana dimaksod
dalam ayar {4} dilafskan oleh Pejabar yang berwenang
menerditian win yang bersanritan sesuai dengan ketenfuzn
vang berialu,

Pasal 12+

Pelabu waaha produk tebnolopi informast daw atan elekamisa
tebagaimana -dimaksud dalam Pasal & yang melenpoar
ketzpduen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayar (1)
dikenakzr sankii sesuai dengan ketentuzn sankd pidana

- sebagaimana tercanium dalam Pasal £2 ayar (i) dan sanks!

{23

tambakan Sorupa pembayaran gant nugi dan peacabutan izin
usaha sebageicnzna |ercantum dalam Pasal 63 bund e den
Undang-Undans Momor & Tahun 1799 tenang Pedindungen
Kangimen

_N_znn?_. sehagaimana dimaksud dalam ayet (1) berups -
lein Usaha Industd (TUT) atan Tapda Dafiar Indusin
(TR,

b Angka Pengenal Impor (APl) ataw Angla Penmensi
Imporar Terpatas (APIT), bagi lmpunir dan Momor
Pengena| [mpomir Khuses (NPIK)  khuses bag Produk
Teknologi  Informasi dan  mau  Elelasonika  yang
dipersyasaikan mempunyai (NPIK)

¢ Swrac [nn Llsahs Perdagangan (STUTP).
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beammiriienn Vlenien Periidnai i wd
Peodagingan B
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(1) Pelakznaan pencabutan izin usaha sebagsimans dimaksud

datam ayat (1) dilakukan oleh Pejabyt yang berwenang
mencrbitkan izin yang bersangkutan sesudi dengan ketenruan
yang berlaku besdasarkan Keputusan Badan Peradilan yang
beskekvatan tetap, %

Pasal 23

Felsku  usiha  produk  lelensiopi  informasi  dan atau
elelisoriks sebagaimana dimaksed dalam Pasal 8, veng
melanoear ketentuan sebagaimana dimakiud dalam rasal ¢
ayar (1) dan ayas {3) dikenakan sanksi administracf
sebapgimara tercaniem dalam Pasal 60 ayst (2) Undang.
Undang Momer 8 Tahun 1999 teamng  Perlmdungan
Konsumen.

{1

(2) Sanksi adminisiratif .naun,_-_.a-.._m dimzksud ayai (1) benepe
penciapan ganti rugi oleh Badan Penyelesmian Semgkeis
Konssmen.

BAB VI

EETENTUAN LAIN

Pagal 24
BenbModel Formulir yang digunaksn untuk  pelaksanaan

Keputusan ini sebapaimana tereantum pada Lampima I
Hepurusan ini

Pasal 15

Bupan/Walikota dapar melimpahkan kewenangan menerbitksn
Tandd Pendzitaran schagaimana dimaksud dalam Pasa| 1layar (1)
kepada Kepala Unit Kefja yang tugss dan  kewsnargannya
bertanzgung fawab di bidang perindusteian dan perdegangan.

b tih H
=T P SATSHRE S Kep ST /2002

Pasal 246

{1} Pembebanan bizya alss pendefiaran Preunjuk Petigrunasn
J(Mancal) dan Kenu Jamican / Garansi dalam Bahasa
Indoaesia henyz dalam Bisya  pehgganizn pengadaan
foaralir penda ftasan

2} Besarya biaya pendaftaran dan iata cara pembEyerannys
diziur dengan Peratusas Deesah

LaB X
HKETENTUAN PERALIHAN

Fasal 17

Tanda Pendaflaran  yang  dikeluarkan  sebelum ditetaphan
Keputusan ini dinyataken tetap berlaky berdasarkan Eeputusan ini
deagan kelentuan sebagai berilour :

L Produk teknologi informasi dan atay  el=lbironiks yane
bersanghutan tidak mengalam) perubahan/penambakan merek,
jenis dan modelitipe; a1au

b Fredusea st Imponir yang berssagiutan masih melaiulkan

kegistan ugahanva

Pasal 23

(1) BupsiiWalikor: dalam weakey stlambar-lambatnye | (s2eu)
lahun sejak diberdakukan Kepuiusan ini diznguyap sudsh
depat melz¥szrakas Keputusin ini rae KabupoienKotes -y
M2 4ng-masing

12) Dalam wakiy sebagaimana dimakgd dafam ayar | Direkrue
Jenderal sebaparmana dimaksud pesal @ ayar (1) sesuai degan
kewenangannya masing-masing dapat menerbitkan Tandz
Pendafisrsn selama  Kabupaten/Kom yang bersannbytan
bzlum dapat melaksanakan Kepuiusan fni
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(3] Agabils sebelum wakiu sebagaimans dimaksud dalam ayat
1) berakhir Pemeriatah Kabupatenfota yang bersangluran
teleh dapar melaksenskan Keputtsan ini, BupasiWalikois
dari  KabupaienFots  yang  bersangkunin harus
membooiabukan kesdaan tersebut kepada Menceri.

(8) Direkrur Jenderal selugaimans dimaksud dalam ayat (20
dalam wakiu | {saw) bulan jeteiah teageal pemberitahian
sebapsimany dimakmd dalam ayat (1) tdak berwenang
reenerbitkan Tanda Pendafaion untuk KabuparedEom yang

bersznpiasan

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1%

Iu_u:_.._h!..__.._.LE.F__unq_.nru-uﬂh“mu_.._w_tnﬁ._.ﬁ.a_:shx_.ukﬁn.:.—wru_
diretanian, }
Agar*;etiap orang mengetaliinya, memesintaikan pengundangan
Soapdleest o denpan pengmpatanny: dalam Berita MNegara
Repubit Indonesia

Ditetaphan di Jakarta
Fada moggal  #4 Tuli 2047

MENT BERIMNOUSTRIAN DAN FERDAGANGAN
LIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTELI PERINT USTHIAN DAN PERDAGANGAN RI

MOMOR
TANGGAL

I Laingican | : PRODUK TEENOLOGE INFORMAS! DAN ELEKTRONIEA
YeaNG WATIE DO ENGKAP] PETUNIUK PENGGUNAAN
[(MANUALY DAN KARTU JAMINAN/GARANS] DAL AM
BAHAS TNDOMESLA.

1

Lampiran I 1 DAFTAR KODE WILAYAH

:..I

Lampiran [II ¢ DAFTAR BENTURYS MODEL FORMULIR

MENTERI PEAINDUSTRIAN DAN FERDAGANGAN RI
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LAMPRAN § BREPUTUSAN MENTER] FERINDCUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 11

NOMOR
TANGGAL

547 PP/ Kep/ T/2002
24 Juii 7002

PRODCUE TERNOLOGI INFORMASI DAM ELEKTRONIKA YANG WA
DILENGEAPL PETUNILK PENGGUMAAN (MANUAL) DAN KARTU
TAMIN AN/ GARAME] DAL AM BAHAS A TMDONESTA

= KETERANGANS
REFEREMSI HS

HAMA KOMORITT

b
(=]

1. | Badio CassecreMni Compo HS 8327.12.000
HS B527.31.000
HE 8521 90.000

#Adut Perekam atac Reproduksi Gambar dan Suara
HS5 §51)1.10.000

{(VCD.L VD, VCR Player)

ted

HS B528,12.000
HS5 8528.11.000
HS 852821000
HS 852822000

Pesswar Televi

(=)

HS B471 60,100

. | Printer

5. | Monijor Compyter HS «pum..m.u.wnu

6 | Lems:i ExFefrigersor HE B418.21.000
HS 841822000

HS B418.19 000

7 H Mesin Pengaowr So%u Udara (A0 HS B415.10.000

HS5 5415.81.000
K5 §415.82.000
HS £415.83.000

HS 8450,11.100.
HE 8430.11.%00
HS 843012100
HS E450.12.900
HS 2450, 19100
" -HS 3430,19.900

B Mesin Cuci

Laatiparain | spmasut Sl AT T
n Penttgmemuin IEgpuh o
Sl - 34 7 8PP Ken, T4 2002

MWAMA EGMODITI

u_ KETERANGANT
! REFERENS] HS

Kompor Ges

Forray Air Lisink ustsk Rumah Tanges

Microwave Dvea

Keikulzsr

Telepon Sekoler
Femanas Masi

Flanc Tensk Slekirdl:
Fiano Besar Elekrrik

Crgan Kevboard Elekrrik

H5 8418 20.0%0

15 B413 80 000
_ H35 3413 70.000
| HE 841285 000
_ H3:3316. 50.000
HS5 %270, 10.000
HS B470.21.000
HZ 5470.2%.000
HS 5470 10,000
H5 8517 1).000
HE 2318.7%.000

HE5 9101, 10,000

HE 5201.20.000

H* 9203.00.900 _

MENTER] PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

HEFUSLIE INUONESLA
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LANMPIRAN O KEPUTUSAN MENTER] PERINDUSTRLAN DAN PERDACANGAN [l

NOMOR i S1NPENep/ T 2002
TANGCAL ;24 Juli 2002
DAFTAR KODE WILAYAH
KODE URAIAN i
iy < PROP, KAB 'KOTA KEDUDUKAN |
I 2 ] 4
| @ PROPINSI NANGRUE ___:WMﬂ BANDA ACEH
| DARUSSALAM
| o1 Kota Banda Aceh Bands Aceh
oz Kabupaicn Pidie Sigli
fik] Kabupaten Aceh Utara Lhoksemawe
04 Kabupaten Acsh Timur Langsa
L] Kabupaten Acsn Slatan Tapak Tuan
13 Kabupaten Aceh Baral Meulabeh
o7 ¥abupaten Aceh Tengzh Tekergon
08 Kabupaten Aceh Tenggara Futacane
09 Kabupaten Aceh Besar Janthei
' Hil Kaola Sshang Sabang
I Kabupaten Acel: Singkil Singkil
12 Kabupaten Aceh Bireuen Bireuen
13 Kabupaten Simeulue Sinabung
o FROP. SUMATERA UTARA MEDAN
ol Kot Tebing Tinggi Tebing Tirggi
02 Kabupaien Karo Kabarjahe
| LK Eota Binjal Binjai
04 Fota Sibolea Sibolga
| 05 Kora Pemantang Siantar Pemantzang Siantar
0é Habupaten Labuban Bap Rantau Prapat |
) Fabupaten Dais Sidikalang
] Kabupatan Tapanuli Uara Tarutung

o MeriSicisn Aopailik indossa

370 Keg 742002
1 i 3 4 |
[ vl Kabupaten Taparuli Selaan Fadang .mEn_.:._uE._._|.
19 ¥zbupsien Asahan Kisaran
(11 Kabu Y._..qn_.._ Mizs Gumung Sl
12 Ersa pdedar Medan
13 Kzbupaizn Diell Serdang Labik Pakam
i xmur._umn.n_._ Langkat Stabat
13 Kabupaten Simalungan Pemanang Siantar |
146 Eabupzren Tepeauii Tergah Sibolga |
17 Kola Tanjusg Halai Tanjung Balai
1% Eabupaien Toba Samasir Balipe
1% Kabapaten Mandailing Mazal Penyambuagzn
03 PROPINS] SUMATERA BARAT PADANG
0l Kotz Buki' Tingg Bukit Tinagg
oz Koz Peyakumbuh Payakumbuh
m Kot Solok i Sulok
04 Kzbupalen Parizman Pariamen
4 Kabupaten Pesisir Selatan Erinan |
06 Kotz Sawah Lunia Sawah Lurio
a7 Ko Padang Padang
03 Kabupaien Agam Agam
o Eabopaien Lima Pulub Ko Paya mﬁ:r_.._.__u::
o Kabupaien Selok Fota Baru
11 Eabuparen Patzman Lubuk Sikapang
12 Kahuparen Tonzh Datar Baw Sangiar
13 Koz Padang Panjang Padang Panjeng
14 Kzbupaten Sawzh Lunto / Sijunjung Muarg
I3 Eabupaten Kep, Mentawai Tuz Pejad _
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. : H...z__u._.ll.____. (o ...n_..i.._wf..“_._m..._.__.._._.pm_:r......ﬂs..__._ T il .. 2 R
: Mamar .m.-mu_.____nu__u_.__qhnﬂ_____.___ﬂunnm Somdt 547/ Ken/ 7/ 2007
: =4 1 3 " ! N —— 1 FL e i3 _ i
_ 04 PROPINSI RIAY = a6 PROPINS| SUMATERS SELATAN [ PALEMDARG
01 Kota Pakan Baru Pakan Baru : '] Kabupaizn Ogan Komernng Ulu Bt raga
02 Kabupaten Benglalis w...._._.w.__ﬂ___._.M 5 _ 04 Kabupasen Lzhat Lana
: a3 Kotz Dumai Dumai 1 05 Kabupaten Musi Rawas Lutuk Lingeeu
] Kabupares Kepulauar Piaw Teapurg Pinas, - P H Kaea Palembang g
| 0% Fabupaten Karirmun Kanimun ns Habupaten Miar Enim biuara Endm
0 Kabugaten Indragirs Hulu | Renga o9 Kabuparen Ogen Komering [l Keyu fegng _
i o7 Kabupaten Indragici ffir ; .__.na.E_w:w__._ 1] Kabugzien Mus: Banyuzup Sikayu _
_ 0z Kabupaten Kampar Kampir _ _
_ ; o9 Otorita Batim Seiupang 07 PROPINSI LAMPUNG DANDAR LAMPUNG
19 Ko Batam Baam al o2 Bandar Lampeng Bandar Lamping
_ 1 Kabupaien Matura Ranai | 02 Kabupaten Lampung Tenoak Gunung Sugih
_. 12 Kabupaten Sizk Siak 51 Indrapura g 03 Kabepaten Lampuns Urara Fotabumi
_ _ 13 Kabupaten Ralan Hilir Ujung Tanjung 04 Kabuparen Lo npuny Selatan Esitanda
4 Eabupaten Kussian Sangingi Teluk Kuancan 5 Kabupaten Lampuny Bara: Liwa
13 Kabupaten Rokas Huly Pasir Pengairan ; 0 Ksbupaten Tengramus Kotz Apung
._ lg Kabupaten Pelslawan Panghalan Kering X CooT Kabupaten Tulang Eawang Mengizls
i . i 03 _ Kabugaten Lampung Timur Sukcadana
03 .wm...,__ PINSI JAMEI JAMBI . 0y K Merro Meim
R | Kabupaien Tenjung Jabung Barat Kusls Tungial 10 Egta Waykanan Blambangan Ompu
a1 Kabupaten Bungy Muara Bunge :
o3 Kabupaten Meranzin Bargka og FROPLNS]I BENGRULL BENGKULL
t 04 Kzbupaien Kerinc Sungai Penuh ol Kabuparen Benghulu Seiaian Manna
£ 05 Kota Jambi Tamii | oz ¥abugaten Rejang Letang Curup
D& Fabupaten Baang Hari Muars Builan 03 | Kabuparen Benpluly Utars Arza Makmar
m a7 Kabupaten Tanjune fabung Timur Muars Sabak | 04 Ko Benplouly Benghuly
| o3 Kabupaten Tebo Muars Tebo _
! ® Kabuparter: Zarolangun Sarelangun _ 09 PROPINSI DEI JARKARTA JAKARTA |
| o Kabupaten Mugro Jambi | Sengeti ol Kouw Jzkarta Lhara Tanjung Friok m
| SR L _ ) Koz Jakara Barac Pun Kembangan
|
i
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Lowigies 1] K prsamt kl2aiem Berhig SO
38 Pl e iy, laganiesi
Samor S0 e PR Een/ T/ 002

LT | e p— Prariadaininh i
i Pordsgangnn fepihise tndiesesin

Nomar | g47 Mppy Kep/ 1/ 2002

i z | 3 ‘
03 Kota Jakama Selgran Kebayorsn Bony 1 | Il
s Koo Jekana Timur Calaung — oz Kabupaten Dernak Diesnck
53 Kotz Jaksng Puse Tanah Abang a3 ot Pekalangan Pekalongun
[+ Kot Tegal Tegal
_ 18 PROPINSI JAWA BARAT BANDUNG o3 Kabupaien Peii Fati
_ o4 F.ows Bogar Bage _ ] __ Kavepmen Rlarg Blar
| a5 _HE Snkzbumi Sukabymi é7 Kebupaten Barypumas _ Purwokerg
85| Kebupaien Coanjur Clanger 0 _ Kabupaien Cilacap ' Citacap
_ ‘ o7 Eabupmten Brigs Bekeii o9 Kabapaten Banjamegars Banjarmogare
_ oF Kabupsten Kirsmans Karwng i Koun Mageleng Magelang
09 Kabugaien Pureakamy Purwakany H Fabupuen Purworere Purwesmn
1o Eabopaten Sobang Subarg Iz Kabupaien Klasien _ Klsten
1l Eon Basdung ﬁ.-bn—E..h ! | Kou Salrirgs ._ .ﬂ-._.-m.mu
B N.-Tﬁhnn Somedeaz Sumeding Fabupaien Srape- | Sengen
i3 Kabopaien Ganu Caral 13 Kabupaien Woacgir | Wanagn
\ i5 Eabopaten Tasicmalyys Tasikmalsys To Kot Surakara Surakera
1% | Kabupasen Ciamis Ciamis 17 | Kabupares Semarany Ungsran
__ i Kot Cirebon Chishisa [} ] ‘ Kabupnien Kendy) Kendal
| i7 Kabupsten Kuningas ; 1% | Kabupsies Grobogen _ Gretzan
‘ H R..-Fﬂ.ﬁ-ﬁ Indramayy Irefrarmap; i Fatupaten Pekalorgas Kajen
‘ 0 Katupaten Bogar Cbinaag 2 Katuparen Barang ‘ Batznp
pa Febupaien Sukatums Sakabami 2 | Kabupaen Pemalang Pemelang
n Kabupsten Cirebon fumber _ | i Kabupuies Tagal | Slowa
_ I Kaouparen Majalengica Magsiengey _ % 4 Foabopeion Brebe __ Breke:
_ P2 Ftbupaien Bandung Ygeeung | = Fabupaten Koy Kuthag
| 25 Ko Bekasi Beicas _ | 1% K iorien ooy Jepara
Kota Depoke Depck _ i1 Kabupaces Rembuang Aembezg
13 Fabupiies Furbalingga Purtalingma
11 PROPINS] JAWA TENGCAH SEMARANG » Eabupstes Wongoha ‘ Weasnobo
al Koats Semarang Sermarang x_ 0 \ Katupsien Migeiang ‘ Mamghad
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—=tpum R Alisa o =y
[ =51 1h.«|-ﬂ|_n-n Arpeil et
Nownd - MNP Eepf1/ 2007

B -

Bz Tondspnncin epiak indraio

] ¥ 3 1 wawmar  547/MPP/ Eep T/ TO0E
1 Kabugaten Temansgung Temsngincs _ I | 3 :
¥1 Katupaten Kebumen Mk B _ ﬁ 13 | Kabugasen Poooroge m_...,an._Emn
13 Kabupaier Beyalal Boyehli | it Kabupaien Bomomagen mﬁ_n_ﬂ.uamn“..,
L] Ksbuzatcn Karang Asyar Karise Asva _ — i7 Kabupaien Sideano Sidoern
33 { Kabupaien Sukskaro m._n.n.l.“ﬁ._ﬂ | B Katsipaien Lamangan Lamoogen
[ . ! Y13 DKehesaten Mogokeno Mot
1z |} PROPINST DAERAH [STIMEWA YOGYAKARTA | | =2 ",H.—?ﬂt.ﬂ Jeambang _ Jomzrnyg
_ YOGYARARTA - | 5 Erigaen sisey | Surency
I at Kabezsnen Aastyl Eaztid ._ e _ Kabussten Samging | Sampang
[ - . Kabupaten Sleman Chemus _ | 3 # Kabupaten Baagiaiin | Baagkalan
03 Katiparen Gurung Kidul Wemomrn e1) Kabupaces Simsbonac " Sisuboada
[ Kabugaten Kuloe Progn Wigss ‘ 125 Kabopiten Maleng "_ Malang
05 Kotz Yogvaians Yaprtida 16 ¥abupsien Fasmruan | Pazuruan
_ 37 | Kabuoaes Lumajung | Lumapel
3 PROPINSI JAWA TIMUR SURABAYA - Kabupasea Kaediri Foediri
gl Ko Suraseyz Sarsbaye % Kabupnen Npanei inganpak
gz Hbuparen Gresic Gresik _ 20 Kabuparen Tresagalek _ Trenggabck
03 Kabupatea Mojokens Me= e i i Kabupaten B Gtas _ Bistar
84 [ Kabupaten Pameiazan Pameckisin _ | | 31 | Kabupites Tuiung Agunz | Tulung Agong
05 Kabupaten Bondowoa Bantibaie | I Kabaparea Masion Wadne
e Kabupsien Banyuwang; Basyosacg - 34 Kabupaten Hgaw Herw
o7 Eabupaten Jember Jember — ! 15 Kabupaten Paczun Froilin
88 | Kom Maleng Miltng _ | % Kibupaten Probounggo Probolingzo
05 Kow Pesunan Frsuruaa h I 37 Kabopaten Tuban Tukan
19 Ko Probolingge Probelizgso |
1| Ko Eedii Kecdici . K _ | PROFINS] KALDAANTAN BARAT PONTIANAK
12 Kota Blirar Bbtar [ gl __ Kibupaten Sambay
13 Ko Madiun Madiun o __ Kabupaien Tanggsu Saagpes
14 | Kab-paten Mageesn Mageuan _ 3 | |t Pestianch Posians
_ o4 Kabuglen Hapuzs Huke Pudern Sl
I e Eabupsien Kriapang Kotapang
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Lanspian, 1 Rz ptiisan Memeri Pe i,
= Peed i Rogabilik sdanzsin
Niwnar : 54T PR Kepd T/ 2000

3 _ L temeiram i) Bl e Penndustiicg

' ||.|||..JJ._

16

ol
o2
Q3
G
[44]

as

or

0l

C3

03

a7

03
10

o]
b2

; . dan Perdagauy k Indonesia
Kabupaten Sinwng Sintang Maoror, SATAMPT S epd 702002
Flabupaten Pontianak Meupawah
1 3 o - —
Kabupaten Bengkayang wlu_ I 2 3 4 |_
3 |
Kal L . - |
* _..__u..._n_._ b _ _ B Rabugaten Bolungen Tanjung Sefor
Kots Singkawang | s Kabupaten Berau Tanjuna Redep
_ 03 | Kotz Balikpapan Balikpapan
PROPINS] KALIMANTAN TENGAR PALANGEA Raya _ U6 | Kabupaten Kutaj ._.n_”ﬁu:__,m
o T 07 [ Kabupaien Malinaw Malinau
b g Kusla Kapuas [is Kabupaten Munukan Munukan
Kabupaten Barito Utara Muara Tewah o0 Foota Tarakan Tarakan
Kabupatea Bario Selatan Buntak 10 | Kabupaten Kutai Barat Sendawa
Kabupaten Kota Waringin Timur Sampit mm Mmﬂ&:ﬂmn Futai Timur wn_:w._..ﬂm_u
! a ELan
Kabuparten Kota Waringin Barat Pangkalan Bun e -
Kora Palangiaraya Falangkaraya L% PROPTHE] SULAWEST UTARA MENADD i
B 1
. |
12 | Kabupaten Minakaza Tondana
e LIna 3
s mﬁm NTAN SELATAN SAMARINDA 03 Kabupaten Balaang sonpondow Kotz Mobzm
Kabupaten Banjar Martapura 04 | Kabupaten Sangihe Talaud Tahuna
Kabupater, Huly Sungai Selarsn Kandangsn 06 | Ko Manada Manado |
Kabupaten Hulu Sungai Utara Amantai il Kara Bitung Binag _
Kabupatea Kous Bany Keuabsru 19 PROPINST SULAWESI TENGAH PALLS
Kabupaten Tanzh Laue Pedaihari
Eabupsies Barito Kuala Marshahan 0o M..wm_um-n-__ Mﬁo _ _.a_.n_,.._
. : U2 abupaten Donoeala Palu
Kabupaien Halu Sungai Tengah s | 03 | Kabupaten Toli-Tois Tali-Tali m
Kabupaten Tebalong Tanjung f | 34 | Kabupaten Bansrai _ Luwask _
Kabupaten Tagin Rantay | 03 | KowPaly Paiu !
Kotz Banjarmasin Banjarmasin o ﬂmw:__ﬂﬂd s | Marowali
3 H 7 o7 Kapupaien Busl
Kota Banjarbary Banjarbary b 0% | Kabupsten Bangeai Kepulun {
' _I _ - .
FROPINS! KALIMANT AN TOUT SAMARINDA
Kora Samannda Samarinda
Kabupaten Pasir Tenah Grogot
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B= awn rrreligzizn Rejiolsics, lidaeyes

NilTlar LT ..__.__.?ﬂ_u.___.r.nﬁ..__.u.__..u.gn

| -4

FROPINSL SULAWES! SELATAN

Row Pare-Pare

Kabupaten Mamuju
Fabuparen Bone

Babupaten Majene

Eabuepaten Luwy

Fabupazen Bulubumie
Kabupaten Bantaeng
Kabupaten Selayar

Kabuparen Sideareng Espparg

Hebupaten Panokajens Kepulauan
Kabupaten Barru
Kabupaien Pinrang

Ezbupaien & poeng

Kstuparen Polewali Maozsa
Kabupaten Tens Torsja
Kabunaizo Sinjai

_ Kabupaten Jusrpmnin

_ Kabugaren Engreiang

_ Fabipeiun Wajo

_ Fosbuparen Margs

_ Kabupesen Tekalsr

I Kabwaatzn Gows

_ Koz baicasar

Kabupaten Luwn Urars

UFUNG PANDANG
Pare-Pare
Mamuju
Watamaane
( Miajene
Falzpo
w_.___.L._ﬂ_ mbia
Bantaeng
Herveng
Sidenseng
Pangkajens
Barm
Pluang

Warin Soppeng

Polewali
Ilakale

Smjal
dunepontg
Engrekany
Sangkang |
Maros
Tekalar
Sungpuminasa

Maka sar

L |

—_——

e
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Lmitirmay i) s cpimnisin Mdcaaget P,
N e Atk fiacsia
Wamar 54T /PP Kep/ T/ 2002

1 3 4
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR KUPANG ‘
i mnv:wn"n_._.mn_: Aimbiug
o Kabupezen .m..:cn. Maumers |
03 Kabupaten Flares Timur Laraniuka _
04 Kabupaten Ende Ende _
0% Kabupaten Manggarai { Aureag
06 Kabupaten Sumba Timur .EL...E-_UE _
a? Kabupzien Sumba Barar Waikabubak _
o8 Fabupaten Timor Tengah Urara Kefamenanu
09 Kabupaten Meada Bajawa
10 Kabupaten Timar Tengah Selstan Soe
11 Kabupaten Alar Kalabahi
12 Fabupaien Kupang Kupang
(1] Keta Kupang ¥upang _
T4 Kabupaten Lembag i _
15 PROPINGI MALUED ANBIN
ol Kabupaten Malubu Tengzh Marahi
02 Kabupaten Maluku Tengeas Tual
[ik3 Kot Ambon Amban
08 Kabupaten Bomu
o7 Kabupaten Maluku Tenggar Barat
PROPINST IRIAN JAYA JAYAPURA
al Fabupaten Bizk Mumfor Biik
0z Fabupaten Manaolowan Manalkoaar
03 Kabugaten Yapen Waropen Serui
04 Kabupaten Sorong Sarang
i tiabupaten Fak-rak Fak-Fak
. |

<IN P ik dntansna”

Ruiisar E: ...r...._._...uﬂ._wﬁu _.u._...Mn__u_..__.

.
e TW o ——o—
__

ﬂ-mc_un_"n.." oleraike Marauke
Kabuparen Magire Mabire
‘ _ 0d Koea Jayapura _ Iayapura
\ og Kabupaten layawijgva Wamena
_ Y] Fabupaten favapys __ Sentani 1
_ _ I Kabupazen Mimikg __ Timikz
12| Kota Sorgng __ Sorong
I3 Eabupaten Pipces Taye
_ _ 14 Kabupaten Faniai | Enaredalj
7 FROPINST MAL U UTARA
@l Katupater Halmahers Tenzah Soa Siu
_ LEE] Ko Ternais Temate
03 _ Kabupaten %2aluly 1yars ._
_ 18 FROPINST IRIAN TAYA TENCAH _
\ 19 \ | PROPINST IRIAN JAYA BARAT _
s | PROPINSI BANTEN _ SERANG
2] ket Serang Serang
_ _ ﬁ_.u _ Eabugiaten [ ebak Faagkas Higung
_ o3 Fabupaen Tangerang Targerang
_ 0 Eabupater Cilegon _ Cilegon _
_ um_ Eabupaien vy ndeglang Fandeglangy
0 Kaie Tangerang Tengerang
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L Pl feam o
Laspican Hlkcpmnns Mest Penedigeig i

R
o Papd-p b Pepiandaly {actangsiy K EX ?.__T_n_um_u_.fﬂ..__..._____.mﬁ_n_w

FornfeXie Madel dG-2

NMIT S MR s T /2003 n
/ a1/, Diisi oleh TMemoban
_.|I|||I|

KEPALA SURAT PERUSAHAAN

‘ il .R.uE.Em_ BELITUNG FORMULIR ISLAN PENDAFTARAN

_ : Tanjung Pand et UNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANS]
ol Kahupaten Belitunp ACNRR £ LOcan DALAM BAHASA INDONESIA BAGI - PRODUL TEKNOLOGE INFORMAS]
_ | | Kalepates Pangeal Pineng Pargkal Finarg _ ELEKTRONDRA .
_ _ 03 Kabupaten Bangks Sungai Liat 1. Mama Pzmohon
_ _ 2. Jakarzn : Riarekror Lrama
|
7 31 PROPINS] GORONTALD CORONTALD 3. Mams Perusahasn
¢l Ko Gorontals et “ ”._.m_._,__.m_
o “.abapaten Boaalema _ e, -
- Kantar, Tlp, Fax

- Pabrrik, Tlp, vax

— 03 Fabupaten Gorontala Limbong _
H _ = &. Produk yang didafarkan

| MEREK | TENTS _ TIFE _
_

ENZHMEmmEZGEm.HEZU}EmHFD}G}th?ﬂ— “ _ _

Us\uapuy—

TARNO SOEWANDI

Mama, Tanda Tangan Frrusghaan
dan Cap Penssahage

* Corel yang tidek Berl,

e

]
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18 hatuletn Boranlisrisa o
i

” 5L 7/MPR/Kep/ 7/ 2002
Diizi nleh Pejzhbar Formulir Model MG-1

KEPALA SURAT DINAS KABUPATEN/KOTA

MWamar

Lampiran |

__u..nﬂ.”__ T Permintaar Melengkapan Datz Kepada Yih
v ] el Lk T RO e
Sehubengan dengan surs: zermehonas Saudera Mamor:
ﬂﬂmm& % m-;u.m_._ru_ Permohonan  Tanda Pendaftaran  Petunjui

Penzzunaan {Manual) dan Kariu Jaminan/Garansi Dalam _.m-__u_.. Indouesiz Bagi
ﬂE_H.”...# * Teknologi InformesiElektronika, yang kami terima tangoal ...
setelzb diteliti maka permohenan Siudara peri dilenghapi ;

ool b

Demikian, atas perhajian Saudara disampaikan terima kasih,

* BupstiWalikora
* Kablpaeend Koo 0oL i i

“Tembusan:
|, Dhirektur® Eina Pengawasan Be: 2oy Be.cdar
dan Jasa/ Industri Teknologi Informasi dan
Eleitronika Depperindag.;
2, Pertinggal.

* Coret yang tidak perlu

i 3| c
Sanmr ;38 PP Sy T 200S

Ihiai wieh Pejatiai

r.m.nﬂh__..:.ﬁ Madei pMGau ﬂ

KEPALA SURAT DINAS KA BUPATEN/KOTA

TANDA PENDAFTARAN
PETUNJUK PENGGUNAAN (MANTIAL) DAN KARTU JAMINANIGARANST
DALAM BAHASA INDONESLA BAGI PRODUK *TEKNULOGT INFORMAST
ELEKTRONTIA
MOMOR: st g R S N

Sesuzl Keputusan Mentes Perincustran dan Perdapangan MNomor |, S
e B3 MEmperhatikan permobionan peruzakann dibawak'ine,  Soagn
menvatakaa bahwa
NAMS PERUSAHA WM
ALAMAT Wt
HPWE

teizh mendafiarkay Pemnjuk Penpounaay (™Manual) dan Kar Jaminan/Garansi datam
Bakasa Indonesia unlk produk-produk sebagal berkur
[ MEREL |, JENIS KOMODIT _ TIPE L
_ : _ I__. )
| _ _
1

|
_ _
e T T -
Selanumys Memor Tards Pendaftaran sersebur diggas agar dicanrumkan peda $e2p
Fenniuk Fenpeuraanfanya| dan Karm Jaminan/Gasansi
Tand: peadafarsn i berlaku di selumy wilayeh Indonesis sejama perusiiinze:
melelikan kegiatan ssaha Produl  * Teknolopi [nfdrmasi ¢ Elelaronika + s,
bersanekumn daq tidak dilakukan renambahan/neribahan merzk, jenis dun z:ee
micZeitipe atas produk * ehnologl lnformasiFieknoniks yang bersingkutan

" BupatWalikoea
* Kabupaien/Soo

Tembyssq

1. Dirslaur Hing Pengawasan Barang Beredar dan Jasa f
Indusin Tekmalog Informasi dan Elektronika Depperinday
Z. Kepala Pusai Do dan Informas Lieppesindag, |
Pemingieal
T T SN
M Caret vomp tigtal peryy
Comah Kode Witnah Katupen Fidi fbsmi dan boio s L.
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f‘m e

Memar

Lampiran | 1{saru) ser,

Pesihal

Diisi gleh Pejabar

s A

Formulir Madel MG (R3]

KEPALA SURAT DINAS H.qum.}.—.mz___ﬂ.ﬁﬁﬂl

' Penvampaian Tanda Pradaltazan
Peluriuk Fenggunaan {Manualy -
dan Kanu Jeminan/Garansi
delam Bahass Indonesia

Kepada Yib,
sér Fimpinan, .

Sehubungan dengan sura Saydara Namar: Rttt s g tanggal
e Pefibal Permohonsn Peadaftarsn Penunjuk __.__.Emm__..:n..u {Manual)
dan Kanu Jaminan'Garansi dalam Bahata [ndonesis, vang kami terima beserg
keleagkapan dutanya  pada gl e « bemama jal kamj
meryampaikan Tanda Pendaftaran Fetunjuk Penggunaan {Mamal) daq Hn;....
Hmﬂ.__._m_p_nﬁua.;: dalam bahars Indanesis bagi produk - Teknologi Informasis
Elektronika atas nama Perusahaan mEmu.ua__ﬂ_-a?a.

Demikian, atas perhatian Saudars kami veapleas terima kasih

* BupatiWalikom
* Kabupaten®ota,

JTembusan ;.

Drirekmur® Hina Pengawasan Bararg Beredar
dan Jasa/ Induscri Teknalogi Informesi dan
Elelnronika Depperindag ;

Kepala Mussr Dara dan Tnformasi Depperindag ;
Perunggal

I\- 1]

————

Coret y2up ddak perlu,

. R PR T

Lotz i
Hopuluan
i daciigm Al

lCims i T

aniar; 54 1 /MPR Kepd 72002

Diisd alehy Pejabas

REPALA SURAT DINAS KABUPATEN/KOTA

Ramee o0 T g s

Lamgiran

Pesibal @ Persetujuan Ates Perubahsn
Penambahan modeifiipe pada
Tanda Pendafisran Peunfik
Penggunaan (Mencald  cas
Kartu Jamiras'Garansi Dalam
Bizhess Indonesia Bagt Produk
* Teknologi Infarmas; Elekrronilka

Kepada Yih

Sdr. Pirmnan .

Sehubunisn dengan seral permolmnan Sauders Momas: |,
Eenzgal

it peribal  tessshut diatzs yang  kami terima

Farmulir Model MG-5

tanggal

o dengan ini kemi menpemjui atas perubabes’penambaliss

__ﬂ_u.n_n_ iEnit dan s modsliine sehagimsna terlampir,

Perubakensperubahan tersebue adalah merupekan baglan yeng tidak terisahben
deri Tanda  Pendaftaran Petunjuk - Pengeunssp (Manuzl) dan  Kanw
Jaminan'Ggransi dalam Bahasa Indonesta bagi produk * Teknoiogi Trformasi/

Eleitronikd  atas  nana - PT Manmosr:

* BupariWalikoea
* Kabupaien/®om .

- lengezl

Tembusan:

|- Direkur* Bina Pengawasan Barang Beredar
can Jasa/ Industri Teknolog: [nformasi dap
Elelaronika Depperindag.;

Kepala Pusat Data dan Informasi Deppenndag |
Peringgzai

ST =]

* Corel yanp udak perlu.
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Lasipmizs 111

Eephrtus Tl Pernnisdri g
" Ptz K

Nonew |+ 547 JMPPS Ken/ 7/ 2002

_I Formulie Model zn.j

Diisd eleh Pejabar

KEPALA SURAT DINAS KABUPATEN/KOTA

Momor M Y
Lampiran -
Perifial  : Penolaken Pemberian Tanda Kepada Yth

Pendafiaran Petunjuk Peaggunasy Sedr PPNy e

(wlanual) dan Famd JaminandGaransi
Dalem Bahasa Indonesia Bagi praduk
*Teknalogl InformasuElekironika

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Hamar: . v essveessieeee e
wnge e, perihal  Permohonan Tands  Pendaftaran Petunjuk
Feaggunaan (Manusl) dan Karu JaminanCaransi Dalam Bahasa [ndonesia Bagi
FProduk * Teknologi InfarmasiElekironika yang kami terima tanggal ...,
seselah dilakukiza peseiitian terhadap pecuchonai Saiyra, kami ber-ssimpulan
bahwa permohonan Saudan dddek memenuh) PCTSYETAtAN GEpert yang diawr
dalam  Kepunesn “Menteri  Perindusirian  dan Perdapangan MNomer

Mengingat hal-hal tesebut diaras, maks kami belum dapat memenuhi
rermohonan Saudara

[remikian , atas perhatian Saudar disampaikcean t=rima kasih

* BupatiWankoia
* KabupatenFona i .ot n

Tembusan:

L. Dhireiciur® Bint Pengawasan Barane Heredar
dan Jasaf [ndusert Teknologi Informasi dan
Elefaronika Depperindag ;

£, Peminggal

" i =
Diizi aled Pejabay _ _ Formulir Model MG-7 T
| I T P T

KEPALA SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN
Momor - fakama,
Lampiran -
Perhal  : Permintzzn Peimbekuan Kepada Y
*TUETTH, APKAPIT; NPIK; * Digen. Perdagangan Luer
SIUP. Megen Bopari/Walikots
- = —r *KabupatenEom .. ...,

Dalam rangka melaksanakan ketenman Kepunsan Menterl Perindusgsian
den Perdagangan Ma. . sesspabesee e o G000 sesp3 dengan surat Direkour
Bina Pengawasan  Barang  Beredar  dan Jaza Mo, EOTNPNERE 1]
st FANE menyebotian bahwa perwsabizan. ...,
f....Mams. perusghean, Lo, Alamat I
terbukti ridak * mendaflarkanfmelengkapl Pemunjok Pengpunzan (Manual} dan atay
Karmu JarinanGaransi dalam Balasa Indonesia Bagi produk * Teknologi Informas
dan ‘afae Elelwonika, naka Sacdars  harus melabukan pembekyan techadap
SIULTOLAPLVAPITINFLASTUP Perusahaan tersebur **selama & feram) bulan atay
sampai  dengam  ditetapkan Keputuszn  Badan  Peradilz- yang  berkebuatan
tetap/Repumsan Badan Penyelesaian Senpkets ¥onsumen relah dilaksanakan oleh
pelai usaha,

Demakian, agar dilaksznakan dengan penuh tangrng jaweh,

An. MENTERI PERTNDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN B
DIREKTURJEMDERAL ..o

Temnbusan ;

- Menten Penndusmian dan Perdaganpan:
. Sekretaris Jenderal Depperindag;

* Ka Dinas Perindag,
Kabupaten®ota . _...........,

4. - Peminggal

i B

Corel yang tdak paiu,
= & [¢nam] bulin begi vang shlak meadagiar

+rmitet] series sl Wi Baiain B £l amn b hiacs ey B s s i ke i
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BLESHOOT
ELESAIAN

ES
')

\ B

SHARP

INSTRUCTION MANUAL
BUKU PETUNJUK

65

EiUR

THAME YOU FOR PURCHASED QUR GAS COOKER.
AS TO MAKE FULL LSE OF THIS GAS CODKER AMD TO
MDD ERRORE 1N THE CPERATION,

PLEASE READ THIS NS TRUCTION CAREFULLY.
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RTS
GIAN-BAGIAN KOMPOR GAS
s

EFARATION BEFORE USE
FRIAPAN SERELUM MENGGUNANAN

mifirm thil poss have lha propsr mods | dor your typa o gue supply. Thet modes b far
e patr s, pEE.

BORRN drike mengoummkan gak g seusal davges anjura. Modsl = an Fok g LGS,
ERETO PLACED

A PENYIMPANAR

FROFER CARE ANC MAINTENANCE
PEMELINARAN YANG BAIK

= Importencs : Be sure thal the burnar cap snd the burnes (tesdl ars in thal worrec

positians, If nod it will causs gas lask and bum.

Panding : Pastikan batiws kapale Lragku pembakar dan funghe pembakar fu Bardi
dalamn poslpl rang benar. Ja (idak dapar mamimbwkan kahocoran gas dan ferbakar.

® The eleciric igaition will nol hanetion I i i wel. Ba caredut not (o splll waler, $aug, sic.
Panpwiasn Apl Efekirik ticah mkan Darfyngei jike ol dalen) kendaam bagsh. Hadi-han
Bgarjangan samaad ievkend #ir maupus kush sup.

* Far bailsf gan combusiion, kesp tha caoker ciean, f e flame DECarse uneven,
remave tha bumer cap and the Bume: e, dry Shem throughly snd then replace
In thair cariect posftions
Uniunk pembakanan gas yang dak, pastiee kompor gas of delam kasdasn yang

Darzifi, Jika penyalean lidek samarats, kenngkan kapala buagky pembakar dia
Tungky pembakar fu sendicl dan Jetakkan pada kecudukan g batu.

* Check tha gas hosc regularly for waakening or leaks,

Salwly memertsn selang pas ariuk manghindar mula meangendur dan sdanys
eala heboconan.

* Maka sare thal ihare are na Infammables nesr me GOE COOHE.

Pastiimn fidak ada barsng-harang yang mudah terbakar didakad kompar ges.

* Do not apply excessive pressure ko the bumner eoatral knoas.
Jangan lekan krob pengencal gas lavialy kuatl,

* Wipe the tog plale snd Sody with a dry elots. i it is any dillicull to cheas use soapy
watar ghd then dry theaughly whh s dry cloth.
Lephan peowivn stas den hadan kompar gos dengan kein Fanmng. Jike terdapai
Fesukaran guaakan alr saburt den karingkan dengan ko aring,

¢ ..Mm._“ 1o

._... i h it T

HOW TO USE

CARA PENGGUNAAN
TURNING ON THE UNIT

CARA MENYALAKAN KOMPOR GAS

* Dt e wivpeock of he gas cylinder 6 ful, Push B igaition kst sed
B H egumer-clocioutin il @ cick is haard, Make s thal te Hmer

g bean 11

Rlntl masymtskan koopor gas, fakan e ptar Avad penpontod gas
Barlawan arah jn shingps kedosgaran buay “cick”, Paikm gk

PaTBE s eyt

* \Whes i unilin been o8 usgzed fora
ey 30 kg Bl e bty i ot igniad, This is becausa abr bag been
Irapped o the rubbied hose. Rzl serming Ihe kgsitio knch a few Smag

E‘wi;

L pwunpour pas hkin:

RELIGHTING THE BURMER

ble peniod, i

BENYALANKAN LAGI TUNGKU PEMBAKAR

= ;!lli:'i!.-ﬁ._psln!.ﬁg-;.i__
‘o st e deoads Belor péfighing.
Apalila hevdak Manggunakan kog sepes sesucah i, dvrggu
Aalieti 70 saed ashedum manyalakan lag!,

TURM!NG OFF THE UNIT

- MEMATIKAN KOMPOR GAS

* Torm the mgnfaon knots 22 & origisal pasitien wiltoul pressng I, Da nol
il 10 ciows e stopeock of e gas cyinder competely after uss
Fulr knab petgiler pas pada hescaan peeta NS BankEmPL

LliyE i A ETARY 1447 BT St dipmakan,

FLAME CONTROLLER
PENGATUR AP

= Push and luen the igniton knod o O posttion rounls-cocorse, Dasisl
e kervoh and pesifion acoording 10 yeur cooking.

Tk tan puter knob pads poais] OW bardewanan Arad jum. &l koo San
R Rl fi

PO BRI SR

iﬂd
Appbdy kampor gaz i Gl Sipenakan usik babavag wakfi, kadangisin

hompor g joisukar anud dizyalite, 17 brana st udsos sdkwmpul
o dakam Sading karml O il potarkan Inob jvgnlur gas umiuk babardpa

o
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—_—— = EEEE—_—
GARANS TIDAK
p ﬁfﬁd CARUBAN GA BERLAKLI ATALF BATAL AFABILA
1. Produb tidak mems ikl kartu gararsd karens hilang,
bimioptosinretll MR fose . Ut kit Wt rusak atau tidak dapal diperisnatkan,
ERCE 1 i b B ayn perbieins I inbeny gl
M e ki, A ik Mg I, Tk wida atau rissk pada nomar serd, Lanel gararsd
= e P ;::‘b:‘ruhah harena ditdls tangan, mesin tk,
S ape g Epihin ot nfose ¥ MRS
q | s A i pim [P pa— 1, Momar ser| thdnk pocok/vsusl dengan ety ganns
bdae o b o ! BaL tldak ady cap cden tanda tangan deaber.
] e e i R ey L et d, Progus §lau pembunghus rusak skibas peergardgkuten,
3 | ACW T e 1 L AAY BT N i pemirdahan, kecelakaan,
% ol ks e part | By prrhian i
Y — T S N oA 5, kanisakan yang disklbatian cheh pengoperasian
o e e ™ ote ey et dituar soesifkar produk hisalahan permshal, bencara
stk THEATEL, dasha mp:'-m“_‘"" J abam, hecelahaan, kebakaran, perubahan Cegargan
[ [ ivama ol Pk [y ——————— litri, karena peth atau air, beear, vines dan jamur,
FHEBRN B et s,
|- o) = Buisa e g &, Procuk telah diceparas] atau diubah acks permiataan
L e W Lt e prhite #evudir] atow pihak lain sehrgga keadannnyn berubah
T A DOMC TR [ 1 Bden ) e e carl asliryn atu menjadi rusak.
|_ Bt Frmpinar
| am P "™ LT L L O — 7. Pembellen yang dilakuban gi lusr area penjiaisn
[_I___ - e “""":"Tm""';. yarg ditetaphan stai di luar wilayah indonesia,
B = P i, [
Ep——r CTY™ tpar et B By prebaciun Hss on ~asd i, FETERAHGAN:
i ey i Garansi harga bariaku o wilayah Indonesia.
N | AT Ml ) L Ve e L Mg ptanan
i
i

]
Lﬂim'pmmwu s tervicy Wanjure ia, Farup daslar ke levior Cenies ' Walio,
= Ltk W00 PN TrLE iy pn a0 i tiah BeTahhTaE Tua garaei

_ Lem%ar PEMILIK K ﬁ‘ﬂT U qA R.Pt N 5 | r |

O Televisl Warna 2 Audio / HI- FI # Home Theater : 1 Microwave Oven i
O Televisi Hitam Putih O Lemari Es O Vacum Cleaner {
0 YCRSLDP AMERA/ PROJECTOR/LED TV/LLD Monibor O Lemarl Pembeku 2 Alat-alat rumah

C' DVDIVCD playar [ AC {Air Conditionar) tangga kecil |
O PUP/ PDA O Mesin Cuct Riseils [

GAS COOKER
EE‘;:EIUTCE Berlaku sampal

N P IR e L e Harma Dealer
Tariggal lalir Alamat Deate

Alamat Pemilik !

JUN 2007

sadel

Telepan
e -
— _kembar SHARP
- Lo i S SRt i s ——rdiy
O Televisi Warna 2 Audlo / HI - Bl / Home Theater O Milerswaye Cvan
O Televisi Hitam Futih O Lernari Es O Vacum Cleaner
O VCRLDP/KAMERA/PROJCCTORSLCD TV LLD Monitar 2 Lemart Pembeku O Alat-alat rumah
O pvVDVED player O AC (Alr Conditioner) tanggs hecil
O POP / PUA O Mesin Cucl e
S O ER =
Model Gﬁ:.?--c'ﬂgg}{ ‘ Beriahu sampal r JU M EDU?
SGEOCTCS .
Hams Dealer

Hama Pemilik

TappE I (o i e el akasiic nm e st e Alemat Dualer
Adaroat Pemilik 1 oo

Telepon " Telepon
E-mall

QAP pLaLER

No.REG.42PDNIMGVII2Z003
Mo. Reg.: 03/D-ILMEAMG/2000

s 2 LT L oy
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LAMPIRAN 3

VIDEO (D ot

To fully enjoy the _aﬂ_ E:.Bu_.__ & n:mqmﬂmq of the

B L I, T T S T

68
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HTablg of contants,

b g

Notas For Use
Classily of Disc

Deinition of VD

Using 2nd keepng of Dizc
Explication of general terminoingy
Dwescription of Appendix
Description of Pans| Back
Connect The VCO player

Flay

Bescription of Panal (FrantRemote controller )
Flay Function

Guide for Breakdown

Technical Paramatar
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Oon 't placa w in g shaky place_otherwise he quality of rnage & voica will ke

« For g Tacintng. please plas i in & ventdated placg
Hennges  Cverhas o Stz cooling wil an af;
Hace with sirong niEcromagnen

ClasSiffof Disc

L1he longevity of player

—_——
CHCTAL ALDHG {CTwrma)

2 Horsoenad) « 2RE{ Vertsend ]
—_— T~ W
P04} Herinontal } w 376/ Veeptical )

e Cl e DT S

1 s bor, Den Bt it Elay i phe
NS walerires o High terrou shung

FExplicalion B Beneral Emiioisgy.

T, e e e e

VEDT. 1.t s n inchaate wergon of WD, i containg 74 minuses cormasnies wikic and sudic indormaticen.

WEDR 0 1 is the rawsas worssar of VLD, the many andt high galintion sult picuie was anpanged ima this version
MPEGE: In VvED lechadiogy e manon mage and audio was comaacied , MEEGY o the algonthio o COITf Bd5ion
FOCIPLy Back Conargdi . Because mee 2% mers 0 VED 20, 20 you con select and conrnad the chapeer o tack
o want o play 1 s oaly for VOO 7.0

OED: On Screen Dpiay, o GEpriays the cutrenl stamd of Flayer an the sorpan

TRACK: Foi ihg CO/D8 and Karnoke VOO, aach chapaer s sracad e n new Srack on disc
Description of Appendix

Remote conticliar

Audia Aideo connect wire (e, white pelioe

- Opgranon manus

_ummn_“_”n._.mn.:.n_ m._mn& Back

LI [ T, o e
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Connect The VCD Player

PLAY

Fut the plug mio power sockes alter you conneclad the VD olayer,

Fross the povver key on Lhe fzant panal of this player
o)
3

IV vou conmect it 1o BF inpur el TV, plesse set the channgi of TV to
VED pigyver s BF

! vou eennent | fo vided input of TV, please ser TV crannel o AV

luaddenr, \nsent 8 disc (hen press he same kEgy 1o close o

-

Frous nlay pause | |, onse *he playe: wil play | prezs (40 bagain
NE puiver wall pause

oGy
)

[ Tenti =] v
ST o1 Bl
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LAMPIRAN -:54

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

JI Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
W (0331) 335462 — 330482 Fax. 330482

Nomaor < 1228/725.1. 1/PP.9/ 2007 Jember, 3 April 2007
Lampiran
Perihal : Tjin Penelitian

Yth. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN JEMBER
di -
JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan
kepada Saudara seorang mahasiswa !

Nama : MARITTA INDAH DWI KURNIAWATI
NIM : 030710101070

Program : 8 1 Nmu Hukum

Alamat : J1. Bangka 11l No. 16 Jember

Keperluan  : Penelitian Tentang Masalah

KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PRODUK ELEKTRONIK DENGAN PETUNJUK PENGGUNAAN
(MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA
INDONESIA (BERDASARKAN KEPMEN PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:
547/ MPP/KEP/7/2002)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami mohon bantuan untuk memberikan data-
data yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut, karena hasil dari penelitian ini
digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

%

Tembusan Kepada Yth :

¢ Ketua Bagian/Jurusan Hukuin Perdata

» Yang bersangkutan

o  Arcie 75
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LAMPIRAN g
PEMERINTAH. . KABURPATEN,-JEMBER

DINAS PERINDUSTRIAH PERDAGANGAN
DAN PENANAMAN MODAL

JALAN KALIMANTAN NO. 82 TELEPON/FAKSIMILI (0331) 334497
—_—— e E_ e

SURAT KETERANGAN

| Nomor : BOO/&></436.314/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan

an Penanaman Modal Kabupaten Jember, menerangkan bahwa:

Nama : MARITA INDAH DWI KURNIAWATI

e UK UFT PTOFUSTARAR
o + GRQ/T0) 0T g UNIVERSITAS JEMBER
Jurusan ¢ Imu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

lah melaksanakan penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul

IAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK ELEKTRONIK
ENGAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI
IJALAM BAHASA INDONESIA (Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan
erdagangan Republik Indonesia Nomor : 547/MPP/KEP/7/2002 )", yang
ilaksanakan dari 15 Mei s/d 12 Juni 2007.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan

zbagaimana mestinya.

Jember, 27 Juni 2007

an. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANG#H DAN PENANAMAN MODAL

mbina
=010 103 199
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